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PUTUSAN
Nomor 1553 K/PID.SUS/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama : MULYADI ADLI Bin M. ADLI HASYIM;
Tempat lahir : Paya Baro;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/19 Maret 1972;

Jenis kelamin . Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia,;

Tempat tinggal : Jalan Ujong Beurasok N0.192 RT.001/001, Lapang
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh
Barat;

Agama . Islam;

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Geuruete Meugah Perkasa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan
tanggal 27 Desember 2015;

2. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21
Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;

3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20
Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;

4. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak
Pidana Korupsi sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13
Juni 2016;

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda
Pidana Nomor 3493/2016/S.893.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 Juli
2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh)
hari, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2016;

7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI
ub. Ketua Muda Pidana Nomor 3494/2016/S.893.Tah.Sus/PP/2016/
MA tanggal 29 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan
selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2016;
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Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :
DAKWAAN :
KESATU :

Bahwa Terdakwa MULYADI ADLI BIN M. ADLI HASYIM, pada akhir
Desember 2011 sampai dengan akhir Desember 2014 atau setidak-tidaknya
pada suatu waktu masih dalam tahun 2011 sampai dengan 2014 bertempat di
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh Kabupaten Aceh Barat atau
setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,
dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan atau
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan
pajak yang telah dipotong atau dipungut sejak 2011 sampai dengan 2014
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dilakukan
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang
berlanjut. Perbuatan Terdakwa Mulyadi Adli dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :

e Bahwa pada awalnya Terdakwa Mulyadi Adli mendirikan perusahaan

bernama PT. Geuruete Meugah Perkasa pada 30 Oktober 2002
dengan akte pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris Ali Gunawan,
SH dimana alamat PT. Geuruete Meugah Perkasa bertempat di Jalan
T. Umar Km. 135 No. 4 Sentaosa Krueng Sabee Aceh Jaya
Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya pada 2004 Terdakwa
Mulyadi Adli kembali mendirikan perusahaan Perseroan Komanditer
dengan nama CV. Geuruete Meugah Perkasa dengan akte Notaris
Azhar Ibrahim, SH nomor : 85 tanggal 21 Januari 2004 dimana CV
tersebut beralamat di Desa Kampung Blang Calang Kabupaten Aceh
Jaya, kemudian pada 2008 Terdakwa kembali mendirikan
perusahaan untuk melanjutkan Perseroan Komanditer CV. Geuruete
Meugah Perkasa dengan nama PT. Geuruete Meugah Perkasa pada
Kantor Notaris Azhar Ibrahim, SH nomor akte : 37, tanggal 5 Juni
2008 dengan alamat perusahaan bertempat/ berkedudukan di Calang
Kabupaten Aceh Jaya;

e Bahwa Direktur Utama dari PT. Geuruete Meugah Perkasa adalah
Terdakwa Mulyadi Adli sendiri dan Terdakwa Mulyadi Adli telah
mendaftarkan PT. Geuruete Meugah Perkasa untuk memiliki NPWP
ke KPP Pratama Meulaboh tanggal 07 Maret 2003 dan telah
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dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada 30 Mei 2006

dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.171.632.9-103.000

dan nomor pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
02.171.632.9-103.000-.

e Bahwa sejak 2011, PT. Geuruete Meugah Perkasa telah membuat
perjanjian kerja (kontrak) dengan 2 (dua) perusahaan vyaitu PT.
Potensi Bumi Sakti yang diwakili oleh Hashim S. Djojohadikusumo
selaku Direktur Utama dan PT. Agro Sinergi Nusantara diwakili oleh
Hariyanto selaku Direktur Utama;

e Adapun perjanjian kerja atau kontrak yang dilakukan antara PT.
Geuruete Meugah Perkasa dan PT. Potensi Bumi Sakti yaitu dengan
Kontrak nomor : 010/GMP-PBS/XI1/2012 tanggal 19 Desember 2012
untuk pekerjaan Pengolahan dan Pembersihan Lahan untuk tanaman
karet seluas 100 hektar yang berlokasi di Pante Reu, Kecamatan
Sungai Mas, Woyla Timur, Pante Ceureumin, Kabupaten Aceh Barat,
Provinsi Aceh dengan nilai kontrak awal Rp 2.342.920.000,00 (dua
milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu
rupiah) dan pekerjaan tambahan Rp 180.000.000,00 (seratus
delapan puluh juta) sehingga nilai total proyek adalah Rp
2.522.920.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan
ratus dua puluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh);

e Sedangkan perjanjian kerja / kontrak antara PT. Geuruete Meugah
Perkasa dan PT. Agro Sinergi Nusantara dilakukan sebanyak 3 (tiga)
kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Kontrak Nomor : ASN/X/SJAN/13/VIII/2011 tanggal 02 Agustus
2011 tentang pekerjaan Pembukaan dan Perawatan Areal Bibitan
Kelapa Sawit Pre Nursery Seluas 0.5 Ha dan Main Nursery 22 Ha
dengan nilai Rp 3.683.544.700,00 (tiga milyar enam ratus
delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh
ratus rupiah) sudah termasuk PPN dan PPh, pekerjaan
diselesaikan tanggal 01 Februari 2012 Pre Nursery dan 01
November 2012 Main Nursery;

2. Kontrak Nomor : ASN/X/SJAN/05/1/2012 tanggal 28 Januari 2012
tentang pekerjaan Tanam Ulang Kelapa Sawit Paket Il Seluas
271 di Kebun Ujung Lamie dengan nilai Rp 7.128.114.400,00
(tujuh milyar seratus dua puluh delapan juta seratus empat belas
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ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk PPN dan PPh, dan
addendum Nomor : ASN/X/SJAN-ADD/29/V1/2012 tanggal 25 Juni
2012, yang isinya perubahan jangka waktu pekerjaan;

3. Kontrak Nomor : ASN/X/SJAN/38/1V/2013 tanggal 01 April 2013
tentang pekerjaan Pekerjaan Tanam Ulang Kelapa Sawit Paket IX
Seluas 110 HA Di Kebun Ujung Lamie dengan nilai Rp
1.965.225.900,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima
juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sudah
termasuk PPN dan PPh, dan addendum Nomor : ASN/X/SJAN-
ADD/58/X1/2013 tanggal 14 November 2013 tentang perubahan
luas dan nilai kontrak menjadi Rp 1.801.924.300,00 (satu milyar
delapan ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga
ratus rupiah);

e Bahwa terhadap perjanjian kerja /kontrak baik dengan PT. Potensi

Bumi Sakti maupun PT. Agro Sinergi Nusantara, identitas pihak yang
melaksanakan pekerjaan diwakili oleh Terdakwa Mulyadi Adli selaku
Direktur Utama PT. Geuruete Meugah Perkasa;

e Bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan pembayaran atas

pekerjaan yang telah dilakukannya dengan cara : pertama-tama
Terdakwa Mulyadi Adli mengajukan surat permohonan penagihan
dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa Laporan Kemajuan
Perkerjaan dilapangan dan foto visual, kemudian pihak PT. Agro
Sinergi Nusantara maupun PT. Potensi Bumi Sakti akan turun ke
lapangan untuk memeriksa pekerjaan, kemudian Terdakwa Mulyadi
Adli membuat surat permohonan rekomendasi pembayaran termyn
kepada Manager Kebun, kemudian dibuatkan berita acara
pemeriksaan dan evaluasi, setelah itu pihak PT. Agro Sinergi
Nusantara ataupun PT. Potensi Bumi Sakti membuat berita acara
penyerahan pekerjaan pemborong dan perhitungan pekerjaan
borongan termyn/rampung dan data pendukung serah terima/
evaluasi pekerjaan, setelah itu Terdakwa Mulyadi Adli membuat
invoice, kemudian baru pihak PT. Agro Sinergi Nusantara maupun
PT. Potensi Bumi Sakti mengirimkan uang ke rekening PT. Geuruete
Meugah Perkasa sesuai dengan yang tertera pada invoice;

e Bahwa dalam setiap invoice/tagihan yang dibuat Terdakwa Mulyadi

Adli sudah termasuk PPN yang menjadi tanggungan dari perusahan
yang memberikan pekerjaan dan dibayarkan langsung kepada PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geuruete Meugah Perkasa sehingga menjadi kewajiban PT.
Geuruete Meugah Perkasa untuk menyetorkan ke Kas Negara
melalui KPP Pratama Meulaboh;

e Adapun besarnya PPN yang telah dipungut oleh Terdakwa Mulyadi

Adli sejak 2011 sampai dengan 2014 adalah :

1. PT. Agro Sinergi Nusantara sejak 2011 s.d 2013, Nilai PPN yang
telah dipungut oleh PT. Geuruete Meugah Perkasa adalah Rp
900.988.900,00 (sembilan ratus juta sembilan ratus delapan puluh
delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai

berikut :
NO Nomor dan Tgl. Termin Tanggal PPN
Kontra Dipungu
| ASN/X/SIAN/13/ 1 31 Oktober |32.267.5(
VII1/2011 2011
Nilai Kontrak Realisasi 93,4% Tanggal 02 Agustus 10 45.968.5(
2011 Desember
2 2011
3 02 Februari (47.450.7C
3.683.544.700 2012
3.446.811.500 4 11 187.659.¢
Desember |0
2012 313.346.t
Sub Total 0
ASN/X/SJAN/05/1/2012 Tgl 28 Januari 2012 1 10 Agustus |231.987.7
2012 0
Nilai Kontrak Realisasi 70,2% 7.128.114.400 2 09 Oktober [76.530.0(C
2012
3 27 146.388.£
5.003.967.100 Desember |0
2012 454.906.1
Sub Total 0
ASN/X/SJAN/38/1V/2013 Tgl 01 April 2013 1 26 Juli 2013|84.290.3(
Nilai Kontrak Realisasi 81,0% 1.965.225.900 2 03 Oktober |27.799.0C
2013
3 28 20.647.0C
1.460.099.300 Desember
2013 132.736.%
Sub Total 0
Total PPN telah dipungut 900.988.¢

2. PT. Potensi Bumi Sakti untuk kontrak Nomor : 010/GMP-PBS/
XI1/2012 tanggal 19 Desember 2012, dilakukan pemungutan PPN
sejak 2012 s.d 2014, sebesar Rp 206.934.511.76,- (dua ratus
enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sebelas
koma tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO |Nomor dan Tgl Kontrak Termin (Tanggal PPN Dipungut
| 010/GMP-PBS/XII/2012 1 26 Desember 2012  |43.387.407
Tanggal 12 Desember 2012 16 Mei 2013 23.148.148
2
3 22 Juli 2013 9.259.259
Nilai Kontrak :
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2.342.920.000 4 11 September 2013 6.944.444
Realisasi : 5 28 Maret 2014 4.629.630
2.234.892.727
6 19 Mei 2014 23.148.148
7 25 Juni 2014 46.296.296
8 18 Juli 2014 50.121.178
Total PPN telah dipungut 206.934.512

e Sehingga total PPN yang tidak disetorkan dan tidak dilaporkan oleh
Terdakwa Mulyadi Adli berjumlah Rp1.107.923.412.- (Rp
900.988.900,00 ditambah Rp 206.934.512,- )

e Bahwa atas kewajiban pembayaran tersebut PT. Geuruete Meugah
Perkasa telah melaporkan SPT yang tidak benar dengan masa PPN
masa Pajak dari Januari 2011 sampai dengan Oktober 2013 dengan
masa PPN Masa Pajak sebesar NIHIL, dengan rincian sebagai

berikut:

SPT Masa PPN Tahun Pajak 2011 terdiri dari :

NO [Masa Pajak Bukti Penerimaan Surat Nilai Tanggal
Pelaporan |Lapor

1 Januari 2011 SV-00000945/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 04/03/2011
KP.0303/2011

2 Februari 2011 SV-00000944/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 04/03/2011
KP.0303/2011

3 Maret 2011 SV-00002133/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 13/04/2011
KP.0303/2011

4 April 2011 SV-00002351/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 02/05/2011
KP.0303/2011

5 Mei 2011 SV-00002899/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 06/06/2011
KP.0303/2011

6 Juni 2011 SV-00003476/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 13/07/2011
KP.0303/2011

7 Juli 2011 SV-00003872/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 12/08/2011
KP.0303/2011

8 Agustus 2011 SV-00004056/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 07/09/2011
KP.0303/2011

9 September 2011 |SV-00004682/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 19/10/2011
KP.0303/2011

10  |Oktober 2011 SV-00005346/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 06/12/2011
KP.0303/2011

11 November 2011 |SV-00005347/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 06/12/2011
KP.0303/2011

12 Desember 2011  |SV-00000201/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 19/01/2012
KP.0303/2012

SPT Masa PPN Tahun Pajak 2012 terdiri dari :

NO |Masa Pajak Bukti Penerimaan Surat Nilai Tanggal
Pelaporan |Lapor

1 Januari 2012 SV-00002085/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 20/04/2012
KP.0303/2012

2 Februari 2012 SV-00002086/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 20/04/2012
KP.0303/2012

3 Maret 2012 SV-00002087/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 20/04/2012
KP.0303/2012

4 April 2012 SV-00002447/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 08/05/2012
KP.0303/2012
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5 Mei 2012 SV-00003551/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 05/07/2012
KP.0303/2012

6 Juni 2012 SV-00003550/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 05/07/2012
KP.0303/2012

7 Juli 2012 SV-00004365/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 30/08/2012
KP.0303/2012

8 Agustus 2012 S-01001583/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 22/10/2012
KP.0303/2012

9 September 2012 |S-01001587/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 22/10/2012
KP.0303/2012

10 Oktober 2012 S-01002989/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 14/11/2012
KP.0303/2012

11 November 2012 |S-01007414/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 08/03/2013
KP.0303/2013

12 Desember 2012 |S-01007418/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 08/03/2013
KP.0303/2013

SPT Masa PPN Tahun Pajak 2013 terdiri dari :

NO |Masa Pajak Bukti Penerimaan Surat Nilai Tanggal
Pelaporan |[Lapor

1 Januari 2013 S-01007422/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 08/03/2013
KP.0303/2013

2 Februari 2013 S-01007426/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 08/03/2013
KP.0303/2013

3 April 2013 S-01016848/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 21/05/2013
KP.0303/2013

4 Mei 2013 S-01019920/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 24/06/2013
KP.0303/2013

5 Juni 2013 S-01031301/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 06/11/2013
KP.0303/2013

6 Juli 2013 S-01031300/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 06/11/2013
KP.0303/2013

7 Agustus 2013 S-01031367/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 07/11/2013
KP.0303/2013

8 September 2013 |S-01031298/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 06/11/2013
KP.0303/2013

9 Oktober 2013 S-01031299/PPN1111/WPJ.25/ Nihil 06/11/2013
KP.0303/2013

e Sedangkan untuk PPH telah disetorkan langsung oleh bagian
keuangan/Bendahara Perusahan baik PT. Potensi Bumi Sakti
maupun PT. Agro Sinergi Nusantara;

e Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
(SIDJP), dalam kurun waktu 2011 s.d 2013 diketahui Wajib Pajak
atas nama PT. Geuruete Meugah Perkasa dengan NPWP.

02.171.632.9-103.000 menyampaikan/melaporkan SPT Masa PPN
NIHIL.

e Bahwa SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2014,

PT. Geuruete Meugah Perkasa NPWP. 02.171.632.9-103.000, tidak
menyampaikan/melaporkan ke KPP Pratama Meulaboh.

* Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN Masa Pajak Januari

2011 s.d Desember 2012 adalah Terdakwa Mulyadi Adli dengan
jabatan Direktur Utama.
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e Bahwa setelah ditemukan adanya potensi penerimaan pajak PPN
Kurang Bayar, maka petugas KPP Pratama Meulaboh melakukan
himbauan-himbauan melalui surat teguran beberapa kali dengan
surat teguran terakhir Nomor : ST-00421/WPJ.25/KP.0304/2015
tanggal 04 Maret 2015 yang dikirim ke alamat PT. Geuruete Meugah
Perkasa dan alamat direktur utama yaitu Terdakwa Mulyadi Adli.
Selanjutnya melakukan konseling dan verifikasi terhadap PT.
Geuruete Meugah Perkasa dan hasil verifikasi adalah menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN untuk masa
Januari 2011 s.d Desember 2012 sedangkan tahun 2013 dilanjutkan
Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) ke Kanwil DJP
Aceh.

* Dari hasil kegiatan konseling tersebut didapatkan bahwa Terdakwa
Mulyadi Adli mengakui terdapat PPN terutang yang belum disetorkan
ke kas negara. PPN terutang tersebut merupakan akumulasi dari
tahun pajak 2011, 2012, dan 2013.

e Bahwa setelah dilakukan beberapa kali himbauan namun Terdakwa
Mulyadi Adli tidak memberikan tanggapan dan komitmen untuk
melunasi seluruh PPN terutang tersebut, Terdakwa Mulyadi Adli
hanya melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp
27.903.937,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan
ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga sisa PPN yang tidak disetor ke
Kas Negara sebesar Rp 1.080.019.475,- (satu milyar delapan puluh
juta sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

e Akibat perbuatan Terdakwa Mulyadi Adli telah merugikan pendapatan
negara sebesar Rp 1.080.019.475,- (satu milyar delapan puluh juta
sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa Mulyadi Adli sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i Undang-Undang Nomor 6 tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang jo. Pasal
64 ayat (1) KUHPidana.

DAN
KEDUA :
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Bahwa Terdakwa MULYADI ADLI BIN M. ADLI HASYIM, pada januari
2014 sampai dengan akhir Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu
waktu masih 2014 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Meulaboh Kabupaten Aceh Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang
berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja tidak menyampaikan
Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak sejak Januari 2014 sampai dengan
Desember 2014 sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
Negara, perbuatan Terdakwa Mulyadi Adli dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :

e Bahwa pada awalnya Terdakwa Mulyadi Adli mendirikan perusahaan
bernama PT. Geuruete Meugah Perkasa pada 30 Oktober 2002
dengan akte pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris Ali Gunawan,
SH dimana alamat PT. Geuruete Meugah Perkasa bertempat di Jalan
T. Umar Km. 135 No. 4 Sentaosa Krueng Sabee Aceh Jaya
Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya pada 2004 Terdakwa
Mulyadi Adli kembali mendirikan perusahaan Perseroan Komanditer
dengan nama yaitu CV. Geuruete Meugah Perkasa dengan akte
Notaris Azhar Ibrahim, SH nomor : 85 tanggal 21 Januari 2004
dimana CV tersebut beralamat di Desa Kampung Blang Calang
Kabupaten Aceh Jaya, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa Mulyadi
Adli kembali mendirikan perusahaan untuk melanjutkan Perseroan
Komanditer CV. Geuruete Meugah Perkasa dengan nama PT.
Geuruete Meugah Perkasa pada Kantor Notaris Azhar lbrahim, SH
nomor akte : 37, tanggal 5 Juni 2008 dengan alamat perusahaan
bertempat/ berkedudukan di Calang Kabupaten Aceh Jaya;

e Bahwa Direktur Utama dari PT. Geuruete Meugah Perkasa adalah
Terdakwa Mulyadi Adli sendiri dan Terdakwa Mulyadi Adli telah
mendaftarkan PT. Geuruete Meugah Perkasa untuk memiliki NPWP
ke KPP Pratama Meulaboh tanggal 07 Maret 2003 dan telah
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada 30 Mei 2006
dengan  Nomor Pokok  Wajib Pajak (NPWP) adalah
02.171.632.9-103.000 dan nomor pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (PKP) adalah 02.171.632.9-103.000-.

e Bahwa sejak 2011, PT. Geuruete Meugah Perkasa telah membuat
perjanjian kerja (kontrak) dengan 2 (dua) perusahaan vyaitu PT.
Potensi Bumi Sakti yang diwakili oleh Hashim S. Djojohadikusumo
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selaku Direktur Utama dan PT. Agro Sinergi Nusantara diwakili
oleh Hariyanto selaku Direktur Utama;

e Adapun perjanjian kerja atau kontrak yang dilakukan antara PT.
Geuruete Meugah Perkasa dan PT. Potensi Bumi Sakti yaitu dengan
Kontrak Nomor : 010/GMP-PBS/XI1/2012 tanggal 19 Desember 2012
untuk pekerjaan pengolahan dan pembersihan lahan untuk tanaman
karet seluas 100 hektar yang berlokasi di Pante Reu, Kecamatan
Sungai Mas, Woyla Timur, Pante Ceureumin, Kabupaten Aceh Barat,
Provinsi Aceh dengan nilai kontrak awal sebesar Rp
2.342.920.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta
sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan pekerjaan tambahan
sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
sehingga nilai total proyek adalah Rp 2.522.920.000,00 (dua milyar
lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
sudah termasuk PPN dan PPh;

e Sedangkan perjanjian kerja/kontrak antara PT. Geuruete Meugah
Perkasa dan PT. Argo Sinergi Nusantara dilakukan sebanyak 3 (tiga)
kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Kontrak Nomor : ASN/X/SJAN/13/VIII/2011 tanggal 02
Agustus 2011 tentang pekerjaan Pembukaan dan
Perawatan Areal Bibitan Kelapa Sawit Pre Nursery
Seluas 0.5 Ha dan Main Nursery 22 Ha dengan nilai
Rp 3.683.544.700,00 (tiga milyar enam ratus delapan
puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh
ratus rupiah) sudah termasuk PPN dan PPh, pekerjaan
diselesaikan tanggal 01 Februari 2012 Pre Nursery dan
01 November 2012 Main Nursery;

2. Kontrak Nomor : ASN/X/SJAN/05/1/2012 tanggal 28
Januari 2012 tentang pekerjaan Tanam Ulang Kelapa
Sawit Paket Il Seluas 271 di Kebun Ujung Lamie
dengan nilai Rp 7.128.114.400,00 (tujuh milyar seratus
dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu empat
ratus rupiah) sudah termasuk PPN dan PPh, dan
addendum Nomor : ASN/X/SJAN-ADD/29/V1/2012
tanggal 25 Juni 2012, yang isinya perubahan jangka
waktu pekerjaan;
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3. Kontrak Nomor : ASN/X/SJAN/38/IV/2013 tanggal 01
April 2013 tentang pekerjaan Pekerjaan Tanam Ulang
Kelapa Sawit Paket IX Seluas 110 HA Di Kebun Ujung
Lamie dengan nilai Rp 1.965.225.900,00 (satu milyar
sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh
lima ribu sembilan ratus rupiah) sudah termasuk PPN
dan PPh, dan addendum Nomor : ASN/X/SJAN-ADD/58/
X1/2013 tanggal 14 November 2013 tentang perubahan
luas dan nilai kontrak menjadi Rp 1.801.924.300,00
(satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus dua
puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

e Bahwa Terhadap perjanjian kerja /kontrak, baik dengan PT. Potensi
Bumi Sakti maupun PT. Argo Sinergi Nusantara, identitas pihak yang
melaksanakan pekerjaan diwakili oleh Terdakwa Mulyadi Adli selaku
Direktur Utama PT. Geuruete Meugah Perkasa;

e Bahwa Terdakwa Mulyadi Adli telah melakukan penagihan
pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukannya dengan cara :
pertama-tama Terdakwa Mulyadi Adli mengajukan surat permohonan
penagihan dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa laporan
kemajuan perkerjaan dilapangan dan foto visual, kemudian pihak PT.
Agro Sinergi Nusantara maupun PT. Potensi Bumi Sakti akan turun
ke lapangan untuk memeriksa pekerjaan, kemudian Terdakwa
Mulyadi Adli membuat surat permohonan rekomendasi pembayaran
termyn kepada Manager Kebun, kemudian dibuatkan berita acara
pemeriksaan dan evaluasi, setelah itu pihak PT. Agro Sinergi
Nusantara ataupun PT. Potensi Bumi Sakti membuat berita acara
penyerahan pekerjaan pemborong dan perhitungan pekerjaan
borongan termyn/rampung dan data pendukung serah terima/
evaluasi pekerjaan, setelah itu Terdakwa Mulyadi Adli membuat
invoice, kemudian baru pihak PT. Agro Sinergi Nusantara maupun
PT. Potensi Bumi Sakti mengirimkan uang ke rekening PT. Geuruete
Meugah Perkasa sesuai dengan yang tertera pada invoice;

e Bahwa dalam setiap invoice/tagihan yang dibuat Terdakwa Mulyadi
Adli telah termasuk didalamnya PPN yang menjadi tanggungan dari
Perusahan yang memberikan pekerjaan dan dibayarkan langsung

kepada PT. Geuruete Meugah Perkasa sehingga menjadi kewajiban
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PT. Geuruete Meugah Perkasa untuk menyetorkan ke Kas Negara
melalui KPP Pratama Meulaboh;
e Adapun besarnya PPN yang dipungut oleh Terdakwa Mulyadi Adli
sejak 2011 sampai dengan 2014 adalah :
1. PT. Agro Sinergi Nusantara sejak 2011 s.d 2013, Nilai PPN yang
telah dipungut oleh PT. Geuruete Meugah Perkasa adalah
sebagai berikut :

NO Nomor dan Tgl. Termin Tanggal PPN
Kontra Dipungu
I ASN/X/SIJAN/13/ 1 31 Oktober |32.267.5(
VII1/2011 2011
Nilai Kontrak Realisasi 93,4% Tanggal 02 Agustus 10 45.968.5(
2011 Desember
2 2011
3 02 Februari (47.450.7C
3.683.544.700 2012
3.446.811.500 4 11 187.659.¢
Desember |0
2012 313.346.t
Sub Total 0
ASN/X/SJAN/05/1/2012 Tgl 28 Januari 2012 1 10 Agustus [231.987.7
2012 0
Nilai Kontrak Realisasi 70,2% 7.128.114.400 2 09 Oktober [76.530.0(C
2012
3 27 146.388.£
5.003.967.100 Desember [0
2012 454.906.1
Sub Total 0
ASN/X/SIJAN/38/1V/2013 Tgl 01 April 2013 1 26 Juli 2013|84.290.3(
Nilai Kontrak Realisasi 81,0% 1.965.225.900 2 03 Oktober [27.799.0C
2013
3 28 20.647.0C
1.460.099.300 Desember
2013 132.736.:
Sub Total 0
Total PPN telah dipungut 900.988.¢

2. PT. Potensi Bumi Sakti untuk Kontrak Nomor : 010/GMP-PBS/
X11/2012 tanggal 19 Desember 2012, dilakukan pemungutan PPN
sejak 2012 s.d 2014, dengan rincian sebagai berikut :

NO |Nomor dan Tgl Kontrak Termin  |Tanggal PPN Dipungut
| 010/GMP-PBS/XII/2012 Tanggal |1 26 Desember 43.387.407
12 Desember 2012 2012
16 Mei 2013 23.148.148
2
3 22 Juli 2013 9.259.259
Nilai Kontrak :
2.342.920.000 4 11 September 6.944.444
2013
Realisasi : 2.234.892.727 |5 28 Maret 2014 4.629.630
6 19 Mei 2014 23.148.148
7 25 Juni 2014 46.296.296
8 18 Juli 2014 50.121.178
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[Total PPN telah dipungut [206.934.512 |

e Sehingga total PPN yang tidak disetorkan dan tidak dilaporkan oleh
Terdakwa Mulyadi Adli berjumlah Rp1.107.923.412.- = (Rp
900.988.900,00 ditambah Rp 206.934.512,- )

e Bahwa terhadap pembayaran tersebut PT. Geuruete Meugah
Perkasa telah melaporkan SPT masa PPN masa Pajak dari bulan
Januari 2011 sampai dengan Oktober 2013 dengan masa PPN Masa
Pajak sebesar NIHIL;

e Sedangkan untuk PPh telah disetorkan langsung oleh bagian
keuangan/Bendahara Perusahan baik PT. Potensi Bumi Sakti
maupun PT. Agro Sinergi Nusantara;

e Bahwa Berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
(SIDJP), dalam kurun waktu 2011 s.d 2013 diketahui Wajib Pajak
atas nama PT. Geuruete Meugah Perkasa dengan NPWP.
02.171.632.9-103.000 menyampaikan/melaporkan SPT Masa PPN
NIHIL.

* Bahwa Terdakwa Mulyadi Adli tidak menyampaikan SPT Masa PPN
Masa Pajak Januari 2014 s.d Desember 2014, PT. Geuruete Meugah
Perkasa NPWP. 02.171.632.9-103.000, ke KPP Pratama Meulaboh
padahal Terdakwa Mulyadi Adli tetap menerima pembayaran dalam
2014 dari tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli

2014, dengan rincian sebagai berikut :

NO [NO. VOUCHER |TGL. TRANSFER JUMLAH PPN Dipungut
1 D4140326 28 Maret 2014 50.000.000,- 4.629.630,-
2 D4140517 19 Mei 2014 250.000.000,- 23.148.148,-
3 D4140618 25 Juni 2014 500.000.000,- 46.296.296,-
4 D4140719 18 Juli 2014 541.308.727,- 50.121.178,-
Total PPN telah dipungut 124.195.252,-

Perbuatan Terdakwa Mulyadi Adli sebagaimana diatur dan diancam
pidana sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Mahkamah Agung tersebut ;
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Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Meulaboh tanggal 19 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI ADLI Bin M. ADLI HASYIM terbukti
bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan “Tindak
PidanaPerpajakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
dakwaan kumulatif Kesatu Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i Undang-
Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Kedua Pasal 39 ayat (1) huruf
¢ Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-
Undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI ADLI Bin M. ADLI
HASYIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan
dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan
perintah tetap ditahan.

3. Membebani Terdakwa MULYADI ADLI Bin M. ADLI HASYIM untuk
membayar denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
Subsidair 1 (satu) tahun kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

No Uraian Jumlah
1 SSP PPh Pasal 25 dan 2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Januari 2011
2 SSP PPh Pasal 25 dan 2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Februari 2011
3 SSP PPh Pasal 25 dan 2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Maret 2011
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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4 SSP PPh Pasal 25 dan 2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak April 2011

5 SSP PPh Pasal 25 dan 2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Mei 2011

6 SSP PPh Pasal 25 dan 2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Juni 2011

7 SSP PPh Pasal 25 dan 2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Juli 2011

8 SSP PPh Pasal 25 dan 2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Agustus 2011

9 SSP PPh Pasal 25 dan 2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak September 2011
10 SSP PPh Pasal 25 dan 2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Oktober 2011
11 SSP PPh Pasal 25 dan 2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak November 2011
12 SSP PPh Pasal 25 dan 2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Desember 2011
13 SPT Masa Pasal 21 5 Lembar
Bulan Januari 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

14 SPT Masa Pasal 21 5 Lembar
Bulan Februari 2011
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

15 SPT Masa Pasal 21 6 Lembar
Bulan Maret 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

16 SPT Masa Pasal 21 6 Lembar
Bulan April 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

17 SPT Masa Pasal 21 3 Lembar
Bulan Mei 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 SPT Masa Pasal 21 3 Lembar
Bulan Juni 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

19 SPT Masa Pasal 21 3 Lembar
Bulan Juli 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

20 SPT Masa Pasal 21 3 Lembar
Bulan Agustus 2011
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

21 SPT Masa Pasal 21 5 Lembar
Bulan September 2011
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

22 SPT Masa Pasal 21 5 Lembar
Bulan Oktober 2011
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

23 SPT Masa Pasal 21 5 Lembar
Bulan November 2011
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

24 SPT Masa Pasal 21 5 Lembar
Bulan Desember 2011
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

25 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Januari 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

26 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Februari 2011
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

27 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Maret 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

28 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan April 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

29 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Mei 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

30 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Juni 2011 dan
Lembar Pengawasan
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Dokumen (LPAD)
31 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Juli 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

32 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Agustus 2011
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

33 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan September 2011
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

34 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Oktober 2011
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

35 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan November 2011
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

36 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Desember 2011
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

37 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Januari 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

38 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Februari 2012
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

39 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Maret 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

40 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan April 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

41 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Mei 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

42 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Juni 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

43 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Agustus 2012

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2016

Disclaimer
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dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

44 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan September 2012
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

45 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Oktober 2012
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

46 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan November 2012
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

47 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Desember 2012
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

48 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Januari 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

49 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Februari 2013
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

50 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan April 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

51 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Mei 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

52 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Juni 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

53 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Juli 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

54 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Agustus 2013
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

55 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan September 2013
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
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(LPAD)
56 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Oktober 2013
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

57 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Januari 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

58 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Februari 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

59 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Maret 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

60 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
April 2011 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

61 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Mei 2011 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

62 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Juni 2011 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

63 SPT Masa PPN Bulan Juli |2 Lembar
2011 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

64 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Agustus 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

65 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
September 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

66 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Oktober 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

67 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
November 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

68 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Desember 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

69 Kertas Kerja Verifikasi |2 Lembar
Penyampaian SPT PPN
tanggal 31 Agustus

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2016

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2012 dan Print out
SIPMOD penerimaan
SPT Masa PPN di TPT
70 Laporan Hasil Verifikasi |3 Lembar
nomor LHV-093/WPJ.25/
KP.0308/2012 tanggal
31 Agustus 2012

71 Surat Tugas Verifikasi |1 Lembar
Nomor ST-941/WPJ.25/
KP.03/2012 Tanggal 29
Agustus 2012

72 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Januari 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

73 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Februari 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

74 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Maret 2012 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

75 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
April 2012 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

76 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Mei 2012 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

77 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Juni 2012 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

78 SPT Masa PPN Bulan Juli 2 Lembar
2012 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

79 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Agustus 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

80 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Oktober 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

81 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
November 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

82 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Desember 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

83 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Januari 2013 dan
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Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

84 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Februari 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

85 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
April 2013 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

86 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Mei 2013 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

87 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Juni 2013 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

88 SPT Masa PPN Bulan Juli |2 Lembar
2013 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

89 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Agustus 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

90 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
September 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

91 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Oktober 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

92 SPT Masa Pasal 21/26 |5 Lembar
Bulan Januari 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

93 SPT Masa Pasal 21/26 |5 Lembar
Bulan Februari 2012
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

94 SPT Masa Pasal 21/26 |5 Lembar
Bulan Maret 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

95 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
Bulan April 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

96 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
Bulan Mei 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

97 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
Bulan Juni 2012 dan

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2016
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Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

98 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
Bulan Juli 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

99 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
Bulan Agustus 2012
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

100 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
Bulan September 2012
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

101 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
Bulan Oktober 2012
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

102 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
Bulan November 2012
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

103 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
Bulan Desember 2012
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

104 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
Bulan Januari 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

105 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
Bulan Februari 2013
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

106 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
Bulan April 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)
107 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
Bulan Mei 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)
108 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
Bulan Juni 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)
109 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
Bulan Juli 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

110 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
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Bulan Agustus 2013
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

111 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
Bulan September 2013
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

112 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
Bulan Oktober 2013
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

113 SPT Tahunan PPh Badan |15 Lembar
Tahun 2011, Tanda
Terima SPT Tahunan,
dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

114 SPT Tahunan PPh Badan |14 Lembar
Tahun 2012, Tanda
Terima SPT Tahunan,

dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

115 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Januari 2013

116 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Februari 2013

117 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan April 2013

118 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Mei 2013

119 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Juni 2013

120 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Juli 2013

121 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Agustus 2013

122 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan September 2013

123 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Oktober 2013

124 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Januari 2012

125 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Februari 2012

126 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Maret 2012

127 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan April 2012

128 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Mei 2012

129 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar

Bulan Juni 2012
Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2016
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130 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Juli 2012

131 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Agustus 2012

132 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan September 2012

133 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Oktober 2012

134 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan November 2012

135 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Desember 2012

136 Surat Pengukuhan PKP (1 Lembar

a.n PT. Geurute Megah
Perkasa NPWP :
02.171.632.9-103.000

137 Foto Kantor PT. 1 Lembar
Geurutee Megah
Perkasa

138 Surat Tugas 1 Lembar

Pelaksanaan Penelitian
Lapangan STPPL/
WPJ.25/KP.03/2006

139 Laporan Hasil Penelitian |2 Lembar
Lapangan PKP tanggal
Mei 2006

140 Foto Copy Surat Izin 1 Lembar

Tempat Usaha ( SITU
)Nomor : 503/37/
SITU/2005

141 Foto Copy KTP ( KTP 1 Lembar
Merah Putih ) Nomor :
8174/KB/16/A)/2003 a.n
Mulyadi Adli

142 Foto Copy Akte 10 Lembar
Perseroan Komanditer
CV. Geureutee Megah
Perkasa tgl 21 Januari
2004

143 Foto Copy Akte 30 Lembar
Pendirian Perseroan
Terbatas PT. Geuruete
Meugah Perkasa Nomor
37 Tanggal 05 Juni 2008
144 Foto Copy Keputusan 1 Lembar
Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI Nomor
AGU-48357.AH.01.01.Ta
hun 2008

145 Foto Copy Akta 8 Lembar
Pembukaan Kantor
Cabang dan Pemberian
Kuasa Nomor 19
tanggal 06 Januari 2008
146 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor: B.00/0054/
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VIII/2012 tanggal
13-08-2012, BNI Cab.
Meulaboh Check/Giro
No. CA.925198
Pemb.Termyn-lI Paket-lll
Kebun UL

Rp. 2.505.467.160,00
147 Bukti Setoran BNI Ke 1 Lembar
rek Mandiri PT Geureute
Meugah Perkasa No
Rek: 1580001438977
Rp.2.505.417.160

148 Fotokopi Check No.CA |1 Lembar
925198 tgl 14 Agustus
2012

149 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor A.01/03/
SPP-115/VII1/2012 tgl 11
Agustus 2012

150 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /
AU-79/133/2012 tgl 10
Agustus 2012

151 Berita Acara 1 Lembar
Penyerahan Pekerjaan
Pemborong Lampiran
ASN/AU-79A/133/2012
tgl 10 Agustus 2012
152 Berita Acara 1 Lembar
Pemeriksaan dan
Evaluasi Pekerjaan
Nomor: ASN/BARA/114/
VIII/2012 tgl 09 Agustus
2012

153 Invoice Nomor: 02/GMP-|1 Lembar
INV.ASN/VIII/2012 tgl 10
Agustus 2012

154 Tanda Terima Uang PT. |1 Lembar
Geureute Meugah
Perkasa Nomor: 02/
GMP-INV.ASN/VI11/2012
tgl 10 Agustus 12

155 Faktur Pajak No. 1 Lembar
010.000-12.00000002
Tanggal 10 Agustus
2012 senilai Rp.
231.987.770

156 Dafar Pendukung 2 Lembar
Penagihan Termyn
Pekerjaan Tanaman
Ulang Kelapa Sawit
Paket-Ill Seluas 271HA
di Kebun Ujung Lamie
Tanggal 04 Agustus
2012
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157 Laporan Kemajuan 10 Lembar
Pekerjaan TU Paket-lll
Seluas 271HA Tanggal
01 Agustus 2012 dan
foto

158 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor: B.00/0567/
X/2012 tanggal
24-10-2012, BNI Cab
Meulaboh Check/ Giro
No. FG 732365 untuk
Pemb. Termyn-1l1 TU
Paket-Ill Kebun UL Rp.
826.524.000,00

159 Bukti Setoran Mandiri |1 Lembar
Ke rek Mandiri PT
Geureute Meugah
Perkasa No Rek :
1580001438977
Rp.826.524.000
160 Fotokopi Check No. FG |1 Lembar
732365 tgl 24 Oktober
2012

161 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomr A. 01/A.03/
SPP-137/X/2012 tgl 10
Oktober 2012

162 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /
AU-79/165/2012 tgl 09
Oktober 2012

163 Berita Acara 1 Lembar
Penyerahan Pekerjaan
Pemborong Lamp ASN/
AU-79A/133/2012 tgl 09
Oktober 2012

164 Invoice No. 03/GMP- 1 Lembar
INV.ASN/X/2012 tgl 09
Oktober 2012

165 Tanda Terima Uang oleh |1 Lembar
PT. Geureute Meugah
No. 02/GMP-INV.ASN/
VIII/2012 tgl 10 Agustus
2012

166 Faktur Pajak No. 1 Lembar
010.000-12.00000003
Tanggal 10 Oktober
2012 senilai Rp.
76.530.000

167 Dafar Pendukung 2 Lembar
Penagihan Termyn
Pekerjaan Tanaman
Ulang Kelapa Sawit
Paket-Ill Seluas 271HA
di Kebun Ujung Lamie
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Tanggal 04 agust 2012
168 Laporan Kemajuan 10 Lembar
Pekerjaan Tanggal 05
Sept 12 dan Foto
169 Surat Permohonan 1 Lembar
Pembayaran Termyn Il
tgl 29 Sept 12

170 Surat Permohonan 1 Lembar
Rekomendasi Termyn
Pekerjaan tanggal 27
September 2012

171 Memo Permintaan 2 Lembar
Termyn
172 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar

Nomor B.00/0077/
IV/2013 tanggal
12-04-2013, Mandiri
Cab Meulaboh Check/
Giro No. FP 191240
Rek,158-00-0118826-7
Pemb.Termyn Il TU
Paket Il Kebun UL
Rp.1.211.647.290

173 Bukti Setoran BNI Ke 1 Lembar
rek Mandiri PT Geureute
Meugah Perkasa No Rek
: 060.01.05.610088-6
Rp. 1.211.647.290 tgl

12-04-2013

174 Fotokopi Check No. FP |1 Lembar
191240 tgl
April-2013

175 Surat Permintaan 1 Lembar

Pembayaran (SPP)
Nomor: A.01/03/
SPP-199/2012 tgl 31
Desember 2012

176 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No. ASN /
AU-79/230/2012 tgl 27
Desember 2012

177 Berita Acara 1 Lembar
Penyerahan Pekerjaan
Pemborong Lamp ASN/
AU-79A/230/2012 tgl 27
Desember 2012

178 Berita Acara 1 Lembar
Pemeriksaan dan
Evaluasi Pekerjaan
Nomor: ASN/BARA/171/
X11/2012 tgl 24-12-
2012

179 Invoice No. 05/GMP- 1 Lembar
INV.ASN/XI1/2012 tgl 28
Desember 2012

180 Tanda Terima Uang oleh |1 Lembar
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PT. Geureute Meugah
Perkasa No. 05/GMP-
INV.ASN/XI11/2012 tgl 28
Desember 2012

181

Fotokopi Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan
Nomor UL/BARA/13/
X11/2012 Tanggal
26-12-2012

2 Lembar

182

Fotokopi Surat PT
Geureutee No.04/GMP-
Mbo/IV/2013 tanggal

10 April 2013 tentang
Permohonan Perubahan
No. Rekening

1 Lembar

183

Dokumen Pendukung
Pemeriksaan dan
Evaluasi Pekerjaan
Tanaman Ulang Kelapa
Sawit Paket Il seluat
271 Ha di Kebun UL
Tanggal 24 Desember
2012

2 Lembar

184

Bukti Pengeluaran Bank
Nomor B.00/0133/
111/2014 tanggal
26-03-2014 ,Bank
Mandiri Cab. Meulaboh
Rek 158-00-0118826-7
Check/Giro No. GD
038756, Rekening
Koran Pembayaran 5 %
TU Paket IX Kebun UL
Rp. 73.004.965

1 lembar

185

Bukti Setoran Mandiri
Ke rek Mandiri PT
Geureute Meugah
Perkasa No Rek :
1580001438977
Rp.73.004.965 tgl 26
Maret 2014

1 Lembar

186

Fotokopi Check No. GD
038756 tgl maret
2014

1 Lembar

187

Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)
Nomor A. 01/A.03/
SPP-46/2014 tgl 24
Maret 2014

1 Lembar

188

Perhitungan Pekerjaan
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /A.01/
AU-79/05/2014 tgl 24
Maret 2014

1 Lembar

189

Berita Acara
Penyerahan Pekerjaan
Pemborong Lamp ASN/

1 Lembar
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AU-79/05/2014 tgl 24

Maret 2014

190 Invoice No. 02/GMP- 1 Lembar
INV.ASN/I11/2014 tgl 24
Maret 2014

191 Tanda Terima PT. 1 Lembar

Geureute Meugah
Perkasa No. 02/GMP-
INV.ASN/I11/2014

192 Fotokopi SSP Desember |1 Lembar
tahun 2013 Penyetoran
PPN Rp. 20.647.000
193 Surat No. UL/A.Dir/20/ |1 Lembar
11/2014 tanggal 25
Februari 2014 tentang
Pembayaran jaminan
Masa Pemeliharaan 5 %
194 Surat No. 04/GMP- 1 Lembar
MBO/11/2014 tanggal
24 Februari 2014
tentang Permohonan
Rekomendasi

195 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor B.00/0039/
11/2012 tanggal
09-02-2012 , Hutang
Niaga Pemb.Pembukaan
& Perawatan PN & MN
Kebun Ujung Lamie Rp.
512.467.560,00

196 Bukti Setoran Mandiri |1 Lembar
Ke Rek Bank Aceh PT
Geureute Meugah
Perkasa No Rek :
06001.05.610088-6
Rp.512.467.560 tgl
09-02-2012

197 Kwitansi Pembayaran |1 Lembar
PT Agro Sinergi
Nusantara - Meulaboh
ke PT Geureute Meugah
Perkasa Tanggal 02
Februari 2012 Rp.
512.467.560,-

198 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor: A.01/A.03/
SPP-02/11/2012 tgl 06
Februari

2012

199 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /
AU-79/06/2012 tgl 02
Februari 2012

200 Berita Acara 1 Lembar
Penyerahan Pekerjaan
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Pemborong Lamp ASN/
AU-79A/07/2012 tgl 02 -
02 -2012

201 Berita Acara 1 Lembar
Pemeriksaan dan
Evaluasi Pekerjaan
Nomor : ASN/BARA/02/
X/2011 Tanggal
31-02-2012

202 Laporan Kemajuan 22 Lembar
Pekerjaan Bibitan Pre
Nursery dan Main
Nursery Bulan Januari
2012

203 Invoice no. 01/GMP- 1 Lembar
INV.ASN/I1/2012 Tanggal
02 Pebruary 2012

204 Tanda Terima No.01/ 1 Lembar
GMP-INV.ASN/11/2012
tanggal 02 Pebruary
2012

205 Surat PT Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa
Nomor: 01/GMP-P.ASN/
1/2012 tanggal 31
Januari 2012 Perihal
Permohonan Termyn Il
206 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor B.00/0105/
X11/2011 tanggal
12-12-2011, Bank
Mandiri Cab. Meulaboh
Rek 158-00-0118826-7
Check/Giro No. PG
730313 Hutang Kepada
kontraktor Pembayaran
Termyn Thp-II
Pembukaan dan
Perawatan Bibitan PN
dan MN Kebun Ujung
Lamie Rp. 496.459.800
207 Invoice PT.Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa
Nomor : 02/GMP-
INV.ASN/X/2011 tanggal
10 Desember 2011

208 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /
AU-79/39/2011 tgl 10
Desember 2011

209 Berita Acara 1 Lembar
Penyerahan Pekerjaan
Pemborong Lamp ASN/
AU-79A/39/2011 tgl 10
Desember 2011

210 Berita Acara 1 Lembar
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Pemeriksaan dan
Evaluasi Pekerjaan
Nomor : ASN/BARA/16/
XIl/2011 tanggal 10
Desember 2011

211 Laporan Kemajuan 2 Lembar
Pekerjaan s.d 9
Desember 2011,
Pekerjaan Pembukaan
dan Perawatan Areal
Bibitan Kelapa Sawit Pre
Nursery dan Main
Nursery

212 Faktur Pajak Nomor 1 Lembar
01.000-11.00000002
tgl 10 Desember 2011
atas pembukaan dan
perawatan pembibitan
kelapa sawit pre
nursery dan main
nursery dengan Jumlah
PPN Rp.45.968.500
213 Memo dari Bagian 1 Lembar
Tanaman No A.01/A.D2/
M/15/XIl/ 2011 tanggal
10 Desember 2011 hal
pengajuan pembayaran
/ termyn

214 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor B.00/0087/
X1/2011 Tanggal
03-11-2011, Hutang
Kepada kontraktor
Pemby. Termyn |
Pembukaan/Perawatan
PN & MN Kebun UL Rp.
312.994.750,00

215 Bukti Setoran Mandiri |1 Lembar
Ke Rek Bank Aceh PT
Geureute Meugah
Perkasa No Rek :
06001.06.610088-6
Rp.312.994.750 tgl

03-11-2011

216 Fotokopi Check No. ES |1 Lembar
733449 sejumlah Rp.
312.994.750,-

217 Memo Permintaan 1 Lembar

Pembayaran (MPP) PT
Agro Sinergi Nusantara
Nomor: A.03.2/
MPP/017/2011 untuk
Pembayaran Kepada PT
Geureute Meugah P.
Pembayaran Termyn |
Pembukaan/Perawatan
PN & MN Kebun Ujung
Lamie Ses. Memo
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No.A.01/A.D2/
M/08/2011 Rp.
312.994.750,-
218 Memo dari Kaur 1 Lembar
Tanaman No.01A/A.D2/
M/08/2011 tanggal 01
November 2011 hal
Pengajuan Pembayaran
Tahap-I

219 Invoice PT. Geureute 1 Lembar
Megah Perkasa Nomor:
01/GMP-INV.ASN/X/2011
tanggal 29 Oktober
2011

220 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No. ASN /
AU-79/31/2011 tgl
31-10-2011

221 Berita Acara 1 Lembar
Penyerahan Pekerjaan
Pemborong Lamp ASN/
AU-79A/31/2011 tgl
31-10-2011

222 Berita Acara 1 Lembar
Pemeriksaan dan
Evaluasi Pekerjaan
Nomor : ASN/BARA/13/
X/2011 Tanggal
31-10-2011

223 Laporan Kemajuan 2 Lembar
Pekerjaan Bibitan Pre
Nursery dan Main
Nursery s.d 29 Oktober
2011

224 Faktur Pajak Nomor 1 Lembar
01.000-11.00000001 tgl
01 Nopember 2011 PPN
Rp. 32.267.500

225 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor B.00/0275/
X/2013 tanggal
11-10-2013, Bank
Mandiri Cab. Meulaboh
rekening no.
158-00-0118826-7
Check/Giro No. FW
264888, Rekening
Koran Pembayaran
Termyn Il TU Paket I1X
UL Rp. 300.229.200
226 Bukti Setoran Mandiri |1 Lembar
Ke rek Bank Mandiri PT
Geureute Meugah
Perkasa No Rek :
158.00.0168127.9
Rp.300.229.200 tgl
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11-10-2013
227 Fotokopi Check No. FW |1 Lembar
264888 tanggal 11
Oktober 2013 sejumlah
Rp, 300.229.200

228 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor A. 01/A.03/
SPP-54/2013 tgl 07
Oktober 2013

229 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /A.01/
AU.79/55/2013 tgl 03
Oktober 2013

230 Berita Acara 1 Lembar
Penyerahan Pekerjaan
Pemborong Lamp ASN /
A.01/AU.79/55/2013 tgl
03 Oktober 2013

231 Berita Acara 3 Lembar
Pemeriksaan dan
Evaluasi Pekerjaan
Nomor : ASN/BARA/53/
X/2013 tgl 02 -10-2013

232 Fotokopi KTP Mulyadi 1 Lembar
Adli
233 Invoice PT. Geureute 1 lembar

Meugah Perkasa
Nomor: 02/GMP-
INV.ASN/IX/2013 Tgl 03
Okt 2013
Rp.300.229.200

234 Tanda Terima No.02/ 1 lembar
GMP-INV.ASN/IX/2013
Rp.300.229.200, Untuk
Pembayaran Pekerjaan
Termyn Il

235 Surat Tanggapan ASN |1 Lembar
tentang Pembayaran
Termyn Pekerjaan Ke
PT.Geureute Meugah
Perkasa No. UL/
A.Dir/102/1X/2013
Tanggal 30 September
2013

236 Faktur Pajak Nomor 1 Lembar
010.902.13.19678224
tgl 03 Oktober 2013
atas Termy Tahap |l
Pekerjaan Tanaman
Ulang Kelapa Sawit
Paket IX, PPN senilai Rp.
27.799.000

237 Surat PT. Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa Nomor
: 21/GMP/IX/2013
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tanggal 30 September
2013 tentang
Pembayaran Termyn
Pekerjaan

238 Bukti Jurnal No : 1 Lembar
M02.09.141.2013
tanggal 30 September
2013

239 Laporan Kemajuan 1 set
Pekerjaan TU Paket IX
Seluas 110 Ha Bulan
September 2013

240 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor B.00/0093/
111/2014 tanggal
11-03-2014, Rekening
Koran Pemby. Rampung
TU Paket-IX Kebun UL
Rp.149.982.635,00

241 Bukti Setoran Mandiri |1 Lembar
Ke rek Bank Mandir PT
Geureute Meugah
Perkasa No Rek:
158.00.0168127.9
Rp.149.982.635,00 tgl
11-03-2014

242 Fotokopi Check No. FW |1 Lembar
265197 sejumlah
Rp.149.982.635 tgl 11
Maret 2014

243 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor: A.01/A.03/
SPP-10/2014 tgl 12
Februari 2014 Rp.
149.982.635,00
244 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No. ASN /
A.01/AU.79/105/2013
tgl 28 Desember 2013
245 Berita Acara 1 Lembar
Penyerahan Pekerjaan
Pemborong Lamp ASN /
A.01/AU.79A/105/2013
tgl 28 Desember 2013
246 Invoice PT. Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa

Nomor: 01/GMP-
INV.ASN/11/2014 Sebesar
Tanggal 04 Pebruari
2014 Jumlah
Rp.149.982.635,00

247 Tanda Terima Nomor: 1 Lembar
01/GMP-INV.ASN/I1/2014
Rp.149.982.635

248 Fotokopi SSP PPN Kode |1 Lembar
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Akun Pajak 411211
Kode Jenis Setoran 100
Bulan Oktober 2013 PT
Geureute Meugah
Perkasa Rp.
27.799.000,-

249 Berita Acara 1 Lembar
Pemeriksaan dan
Evaluasi Pekerjaan
Nomor : ASN/A.01/
BARA/105/XI11/2013 tgl
28-12-2013

250 Data Pendukung Serah |2 Lembar
terima/Evaluasi
Pekerjaan Tanaman
Ulang Kelapa Sawit
Paket IX Seluas 84 Ha di
Kebun UL Lampiran BA
Nomor: ASN/A.01/
BARA/105/X11/2013 tgl
28-12-2013

251 Surat PT Agro Sinergi 1 Lembar
Nusantara Nomor: UL/
A.Dir/09/1/2014 Tanggal
23 Janyari 2014

252 Faktur Pajak Nomor 1 Lembar
010.902-13.19678225
tgl 31 Desember 2013
PPN Rp. 20.647.000
253 Surat PT Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa Nomor
: GMP/07/1/2014 tgl 23
Januari 2014 Perihal
Permohonan Dukungan
Pembayaran

254 Berita Acara Serah 2 Lembar
Terima Pekerjaan No:
UL/BARA/49/XI11/2013
Tgl 27 Desember 2013
255 Berita Acara Hasil 2 Lembar
Penilaian Mutu
Pekerjaan Menanam
dan Membangun No :
UL/BARA/09/1/2014
Tanggal 31-01-2014
256 Bukti Jurnal Nomor : 1 Lembar
M02-12-0191-2013 tgl
31-12-2013

257 Laporan Kemajuan 5 Lembar
Pekerjaan TU Paket IX
Seluas 84HA Bulan
Desember 2013 dan
foto

258 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor B.00/0199/
VIII/2013 tanggal

101-08-2013,Bank
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Mandiri Cab. Meulaboh
Rek 158-00-0118826-7
Check/Giro No. FW
263794 , Rekening
Koran Pembay. Termyn
| TU Paket IX Kebun
Ujung lamie Rp.
460.335.240

259 Bukti Setoran Mandiri |1 Lembar
Ke rek Bank Mandir PT
Geureute Meugah
Perkasa No Rek :
158.00.0168127.9
Rp.460.335.240 tgl
02-08-2013

260 Fotokopi Check No. FW |1 Lembar
263794 tanggal
Agustus 2013 sejumlah
Rp.460.335.240

261 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor A. 01/A.03/
SPP-22/2013 tgl 29 Juli
2013

262 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /A.01/
AU.79/22/2013 tgl 26
Juli 2013

263 Berita Acara 1 Lembar
Penyerahan Pekerjaan
Pemborong Lamp ASN /
A.01/AU.79A/22/2013
tgl 26 Juli 2013

264 Invoice PT.Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa
nomor : 01/GMP-
INV.ASN/VI1/2013
tanggal 26 Juli 2013
Sebesar
Rp.460.335.240
265 Tanda Terima No.01/ 1 Lembar
GMP-INV.ASN/11/2014
Rp.460.335.240

266 Berita Acara 1 Lembar
Pemeriksaan dan
Evaluasi Pekerjaan
Nomor : ASN/BARA/22/
VII/2013 tgl 25-07-2013
267 Data Pendukung Serah |2 Lembar
terima/Evaluasi
Pekerjaan Tanaman
Ulang Kelapa Sawit
Paket IX Seluas 110 Ha
di Kebun UL tanggal 25
Juli 2013

268 Permohonan 1 Lembar
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rekomendasi
pembayaran Termyn
Tahap | PT.Geureute
Megah Nomor : 03/GMP/
VII/2013 tgl 22 Juli 2013
269 Rekom Pembayaran 1 Lembar
Termyn Pekerjaan No:
UL/A.Dir/VII/2013 tgl 22

Juli 2013

270 Bukti Jurnal 2 Lembar
no.Mo2.07.102.2013 tgl
20-07-2013

271 Laporan Kemajuan 1 set

Pekerjaan TU Paket IX
Seluas 110 Ha Bulan Juli
2013 (Gambar Visual
terlampir 8 Lembar)
272 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor: B.00/0165/
VII/2013 tanggal
04-07-2013, Uang Muka
Kepada Pemborong
Pembay. Pinjaman PT
Geureute Meugah
Perkasa TU Paket-IX
kebun UL
Rp.450.000.000,00

273 Bukti Setoran Mandiri |1 Lembar
Ke rek Bank Mandir PT
Geureute Meugah
Perkasa No Rek :
158.00.0168127.9
Rp.450.000.000 tgl
05-07-2013

274 Fotokopi Check No. FP |1 Lembar
191859 sejumlah
Rp.450.000.000 tgl 05
Juli 2013

275 Memo Nomor A.01/D2/ |1 Lembar
M/020/VI11/2013 Tanggal
04 Juli 2013 hal
Pinjaman Kepada
kontraktor TU Tahun
2013 Kebun Ujung
Lamie

276 Surat PT Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa Nomor
UL/A.D2/54/2013 tgl 03
Juli 2013 Hal Mohon
Bantuan Pinjaman Dana
Pekerjaan TU

277 Surat PT Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa Nomor
02/GMP/VII/2013 tgl 02
Juli 2013 Perihal
Permohonan Pinjaman
Termyn
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278 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor B.00/0086/
V/2013 tanggal
02-05-2013, Bank
Mandiri Cab. Meulaboh
No. Rek.
158-00-0118826 Check/
Giro No. FP 191247
Hutang Kepada
Kontraktor Pemb 5 %
Bibitan PN dan MN 22
Ha Kebun UL Rp.

172.340.575

279 Bukti Setoran Mandiri 1 Lembar
Ke rek Bank Aceh No
Rek :

060-01-05-610088-6
Rp.172.340.575 tgl
02-05-2013

280 Fotokopi Check No. FP |1 Lembar
191247 sejumlah
Rp.172.340.575 tgl Mei
2013

281 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor A. 01/A.03/
SPP-17/2013 tgl 29
April 2013

282 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /
AU.79/44/2013 tgl 19
April 2013

283 Berita Acara 1 Lembar
Penyerahan Pekerjaan
Pemborong Lamp

ASN /AU.79/44/2013 tgl
19 April 2013

284 Invoice PT.Geureute 1 Lembar
nomor : 01/GMP-
INV.ASN/IV/2013
Sebesar
Rp.172.340.575 tgl 19
April 2013

285 Memo Nomor A.01/ 1 Lembar
A.D2/28/M/IV/2013
tanggal 17 April 2013
hal Permintaan
Pembayaran Jaminan
Masa Pemeliharaan 5 %
dari Kepala Bagian
Tanaman Ke Direktur
Operasional

286 Rekomendasi 1 Lembar
Pembayaran Jaminan
Masa Pemeliharaan 5%
No: UL/A.Dir/32/2013 tgl
06 April 2013
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287

Surat dari PT.Geurete
Nomor : 21/GMP/
IV/2013 tgl 03 April
2013 tentang
Pembayaran Jaminan
Masa Pemeliharaan 5%

1 Lembar

288

Bukti Pengeluaran Bank
Nomor K.00/0041/
1/2013 tanggal
14-01-2013, Hutang
Kepada Kontraktor
Pemby. Panjar-I
Termyn-IV Pembukaan /
Perawatan Bibitan PN
dan MN Jumlah Rp.
600.000.000,00

1 Lembar

289

Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)
Nomor A.01/A.03/
SPP-167/2012 tgl 12
Desember 2012

1 Lembar

290

Bukti Setoran Mandiri
Ke rek Bank Aceh Cab.
Meulaboh No Rek :
060-01-05-610088-6
Jumlah Rp.448.824.240
tgl 14 -01-2013

1 Lembar

291

Kwitansi Sudah terima
dari PT Geuruete
Meugah Perkasa
Pembayaran
Pemasangan pagar
individu transport bibit
dan menanam bibit
kelapa sawit di kebun
Batee Puteh paket IV ke
Ubaidilah Sebesar
Rp.151.175.760

1 Lembar

292

Bukti Pengeluaran Bank
Nomor B.00/0003/
1/2013 tanggal
23-01-2013,Bank BNI
Cab Meulaboh, Hutang
Kepada Kontraktor
Pembayaran Panjar Il
Termyn IV Perawatan
Bibitan Kebun UL Rp.
400.000.000

1 Lembar

293

Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)
Nomor A. 01/A.03/
SPP-167/2012 tgl 12
Desember 2012

1 Lembar

294

Bukti Setoran BNI ke
Rekening Bank Aceh a.n
PT Geuruete Meugah
Perkasa No Rek:
060-01-05-610088-6

1 Lembar
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atas Panjar Il Termyn IV
Bibitan Kebun Ul senilai
Rp.400.000.000

295 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor B.00/0012/
11/2013 tanggal
14-02-2013, Hutang
Kepada Kontraktor
Pemby. Panjar-Ill
Termyn-1V Bibitan
Kebun UL
Rp.750.000.000
296 Fotokopi Check No. FG |1 Lembar
731736 tgl 14-02-2013
sejumlah
Rp.750.000.000

297 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor A.01/A.03/
SPP-167/2012 tgl 12
Desember 2012

298 Bukti Setoran Mandiri |1 Lembar
Ke Rek PT Geuruete
Meugah Perkasa Bank
Aceh Cab Meulaboh No
Rek :
060-01-05-610088-6
Jumlah Rp.750.000.000
tgl 14-02-2013

299 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor K.00/0142/
111/2013 tanggal
05-03-2013, Hutang
Kepada Kontraktor
Pemb Termyn IV bibitan
Kebun UL Rp.
139.879.515

300 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor A. 01/A.03/
SPP-167/2012 tgl 12
Desember 2012

301 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /
AU-79/210/2012
tanggal 11 Desember
2012

302 Berita Acara 1 Lembar
Penyerahan Pekerjaan
Pemborong Lampiran
Perhitungan Pemborong
No. ASN /
AU.79A/210/2012
tanggal 11 Des 2012
303 Berita Acara 1 Lembar
Pemeriksaan dan
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Evaluasi Pekerjaan
Nomor : ASN/BARA/155/
X/2012 tgl 27 -10-2012
304 Berita Acara Serah 1 set
Terima Pekerjaan No.
UL/BARA/10/X/2012
tanggal 29 Oktober
2012

305 Invoice PT. Geureute 1 Lembar
Nomor: 04/GMP-
INV.ASN/XI11/2012 Tgl 11
Desember 2012

306 Tanda Terima Asli 1 Lembar
bermaterai 6000 No.04/
GMP.INV.ASN /X11/2012
tanggal 11 Desember
2012

307 Memo No.A.01/ 1 Lembar
A.D2/40A/M/X1/2012
tanggal 06 Desember
2012 tentang
Permintaan
Pembayaran Termyn
308 Surat dari Manajer 1 Lembar
kepada Direksi PT. Agro
Sinergi Nusantara
Nomor UL/A.Dir/
X1/87/2012 tanggal 21
November 2012 hal
permohonan
Pembayaran pekerjaan
309 Surat PT.Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa
No.019/GMP/BBT/
X/2012 tanggal 30
oktober 2012 hal
Permohonan
Rekomendasi
Kemajuan Pekerjaan
310 Laporan Perkembangan |2 Lembar
Pekerjaan Pembukaan
dan Perawatan Areal
bibitan Kelapa sawit Pre
nursery 0,5 Ha dan MN
22 Ha di UL tanggal 29
Oktober 2012

311 SPT Masa PPh Pasal 1 Set
23/26 Masa Pajak
Agustus 2012
312 SPT Masa PPh Pasal 1 Set
23/26 Masa Pajak
Oktober 2012
313 SPT Masa PPh Pasal 1 Set
23/26 Masa Pajak
Desember 2012
314 SPT Masa PPh Pasal 1 Set
23/26 Pembetulan Ke-1
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Masa Pajak Desember
2012

315 Surat Perjanjian Nomor (11 Lembar
ASN/X/SJAN/13/VIII/2011
tanggal 02 Agustus

2011

316 Surat Perjanjian Nomor (13 Lembar
ASN/X/SJAN/05/1/2012
tanggal 28 Januari 2012

317 "Adendum Surat 3 Lembar
Perjanjian Nomor ASN/
X/SJAN/05/1/2012

tanggal 28 Januari
2012" Nomor ASN/X/
SJAN-ADD/29/V1/2012
tanggal 28 Januari 2012
318 Surat Perpanjangan 1 Lembar
Waktu Pelaksanaan
Nomor ASN/X/98/
VI/2012 tanggal 22 Juni
2012

319 Surat Perpanjangan 1 Lembar
Waktu Pelaksanaan
Nomor 08/GMP/VI1/2012
tanggal 19 Juni 2012
320 Surat Perjanjian Nomor (12 Lembar
ASN/X/SJAN/38/IV/2013
tanggal 01 April 2013
321 "Adendum Surat 3 Lembar
Perjanjian Nomor ASN/
X/SJAN/38/1V/2013
tanggal 01 April 2013",
Nomor ASN/X/SJAN-
ADD/58/X1/2013 tanggal
24 Nopember 2013

322 Bukti Setoran Bank 1 Lembar
Mandiri Ke rek Bank
Aceh PT Geureute
Meugah Perkasa No
Rek: 06001056100886
Check nomor FG
730868 tanggal
09-02-2012
Rp.512.467.560

323 Fotokopi Check No. FG |1 Lembar
730868 tgl 09 Februari
2012

324 Fotokopi Check No.FG |1 Lembar
730313tgl 12
Desember 2011
325 Fotokopi Check No.CA |1 Lembar
927112 tgl 25 Januari
2013

326 Surat PT Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa Nomor
05/GMP/ASN/VI/2011
tanggal 10 Juni 2011
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Hal Permohonan Jadi
Rekanan

327 Company Profile PT 1 Buku
Geuruete Meugah
Perkasa Lampiran Surat
PT Geureute Meugah
Perkasa Nomor 05/GMP/
ASN/VI/2011 tanggal 10
Juni 2011

328 Surat Teguran Nomor |1 Lembar
ST-00416/WP).25/
KP.0304/2015 tanggal
04 Maret 2015 dengan
jumlah tunggakan pajak
Rp. 301.584.010 tahun
pajak 2012

329 Surat Teguran Nomor 1 Lembar
ST-00417/WPJ.25/
KP.0304/2015 tanggal
04 Maret 2015 dengan
jumlah tunggakan pajak
Rp. 47.755.900 tahun
pajak 2011

330 Surat Teguran Nomor 1 Lembar
ST-00418/WPJ.25/
KP.0304/2015 tanggal
04 Maret 2015 dengan
jumlah tunggakan pajak
Rp. 68.033.380 tahun
pajak 2011

331 Surat Teguran Nomor |1 Lembar
ST-00419/WPJ.25/
KP.0304/2015 tanggal
04 Maret 2015 dengan
jumlah tunggakan pajak
Rp. 96.427.800 tahun
pajak 2012

332 Surat Teguran Nomor 1 Lembar
ST-00420/WP).25/
KP.0304/2015 tanggal
04 Maret 2015 dengan
jumlah tunggakan pajak
Rp. 230.564.074 tahun
pajak 2012

333 Surat Teguran Nomor |1 Lembar
ST-00421/WPJ.25/
KP.0304/2015 tanggal
04 Maret 2015 dengan
jumlah tunggakan pajak
Rp. 68.329.008 tahun
pajak 2012

334 Surat Teguran Nomor 1 Lembar
ST-00376/WPJ.25/
KP.0304/2015 tanggal
04 Maret 2015 dengan
jumlah tunggakan pajak
Rp. 1.000.000 tahun
pajak 2010
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335 Surat Teguran Nomor |1 Lembar
ST-0002368/WP).25/
KP.0304/2011 tanggal
13 Desember 2011
dengan jumlah
tunggakan pajak Rp.
1.000.000 tahun pajak
2010

336 Fotokopi Surat Setoran |1 Lembar
Pajak (SSP) lembar ke-4
tanggal 23 Maret 2014
dengan nilai SSP Rp.
20.647

337 Fotokopi Bukti 1 Lembar
Penerimaan Negara
Tanggal 25 Maret 2014
dengan nilai Jumlah
Pembayaran Rp. 20.647
338 Fotokopi Daftar Rincian |1 Lembar
Penerimaan SOPP
tanggal 25 Maret 2014
339 Surat Setoran Pajak 1 Lembar
(SSP) lembar ke-4
tanggal 03 Januari
2014 dengan nilai SSP
Rp. 27.799.000

340 Print Out Rekening 1 Lembar
Koran Giro PT. Bank
Aceh Kantor Cabang
Meulaboh Periode 03
Januari 2014 s.d. 03
Januari 2014

341 Surat Setoran Pajak 1 Lembar
(SSP) lembar ke-4
dengan nilai SSP Rp.
84.290

342 Print Out Rekening 1 Lembar
Koran Giro PT. Bank
Aceh Kantor Cabang
Meulaboh Periode 10
Oktober 2013 s.d. 10
Oktober 2013

343 Perjanjian Pekerjaan 1 set
Pengolahan dan
Pembersihan Lahan
Nomor: 010/GMP-PBS/
X11/2012 tanggal 19
Desember 2012

344 Voucher Pengeluaran 1 lembar
Bank Nomor: D4121227
tanggal 21 Desember
2012 dengan nilai Rp.
468.584.000

345 Fotokopi Giro Nomor RI |1 lembar
367462 tanggal 26
Desember 2012 dengan
nilai Rp.468.584.000
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346 Bukti Setoran Bank 1 lembar
Mandiri ke rek. Mandiri
PT Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977
Rp.468.584.000

347 Voucher Pengeluaran 1 lembar
Bank Nomor: D4130508
tanggal 16 Mei 2013
dengan nilai Rp.
250.000.000

348 Fotokopi Giro Nomor VI |1 lembar
313248 tanggal 16 Mei
2013 dengan nilai
Rp.250.000.000

349 Bukti Setoran Bank 1 lembar
Mandiri ke rek. Mandiri
PT Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977
Rp.250.000.000

350 Voucher Pengeluaran 1 lembar
Bank Nomor: D4130726
tanggal 17 Juli 2013
dengan nilai Rp.
100.000.000

351 Fotokopi Giro Nomor ZI |1 lembar
847341 tanggal 22 Juli
2013 dengan nilai
Rp.100.000.000

352 Bukti Setoran Bank 1 lembar
Mandiri ke rek. Mandiri
PT Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977
Rp.100.000.000

353 Voucher Pengeluaran |1 lembar
Bank Nomor: D4130915
tanggal 10 September
2013 dengan nilai Rp.
75.000.000

354 Fotokopi Giro Nomor YI |1 lembar
580548 tanggal 11
September 2013
dengan nilai
Rp.75.000.000
355 Bukti Setoran Bank 1 lembar
Mandiri ke rek. Mandiri
PT Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977
Rp.75.000.000

356 Voucher Pengeluaran 1 lembar
Bank Nomor: D4140326
tanggal 27 Maret 2014
dengan nilai Rp.
50.000.000
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357 Fotokopi Cek Nomor FZ |1 lembar
700948 tanggal 28
Maret 2014 dengan
nilai Rp.50.000.000
358 Bukti Setoran Bank 1 lembar
Mandiri ke rek. Mandiri
PT Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977
Rp.50.000.000

359 Voucher Pengeluaran 1 lembar
Bank Nomor: D4140517
tanggal 16 Mei 2014
dengan nilai Rp.
250.000.000

360 Fotokopi Giro Nomor DJ |1 lembar
932520 tanggal 19 Mei
2014 dengan nilai
Rp.250.000.000

361 Bukti Setoran Bank 1 lembar
Mandiri ke rek. Mandiri
PT Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977
Rp.250.000.000

362 Voucher Pengeluaran 1 lembar
Bank Nomor: D4140618
tanggal 24 Juni 2014
dengan nilai Rp.
500.000.000

363 Fotokopi Giro Nomor DJ |1 lembar
316455 tanggal 25 Juni
2014 dengan nilai
Rp.500.000.000

364 Bukti Setoran Bank 1 lembar
Mandiri ke rek. Mandiri
PT Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977
Rp.500.000.000

365 Voucher Pengeluaran 1 lembar
Bank Nomor: D4140719
tanggal 17 Juli 2014
dengan nilai Rp.
541.308.727

366 Fotokopi Cek Nomor GE|1 lembar
547304 tanggal 18 Juli
2014 dengan nilai
Rp.541.308.727

367 Bukti Setoran Bank 1 lembar
Mandiri ke rek. Mandiri
PT Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977 Rp.
541.308.727

368 Surat Setoran Pajak PPh |1 lembar
Ps 4 (2) PT. Geureute
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Meugah Perkasa Rp.
42.598.545, tanggal 06
April 2015

369 Bukti Setoran Negara |1 lembar
No. NTPN :
0012140300110510
tanggal 06 April 2015
Rp. 42.598.545

370 Bukti Pemotongan/ 1 lembar
Pemungutan PPh Final
Pasal 4 ayat (2) Nomor :
01/PBS-ML/I11/2015
tanggal 06 April 2015
Rp. 42.598.545

371 Bukti Setoran Bank 1 lembar
Mandiri ke rek. Mandiri
PT. Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977 Rp.
212.992.727

372 Faktur pajak PT. 1 lembar
Geureute Meugah
Perkasa nomor seri
faktur pajak :
010.902-13.79557088,t
anggal 21 Juli 2014,
keterangan : untuk
pekerjaan sesuai
kontrak nomor : 010/
GMP-PBS/XI1/2012

373 Dokumen penawaran |1 lembar
PT. Geureute Meugah
Perkasa untuk
pekerjaan pembukaan
lahan dan pengelolaan
tanah utuk tanaman
karet seluas 100 Ha.
374 Invoice PT. Geureute 1 lembar
Meugah Perkasa nomor
37/GMP-INV.PBS/
X11/2012 tanggal 22
Desember 2012 Uraian
uang muka 20% Rp.
468.584.000

375 Permohonan 1 lembar
Pembayaran PT.
Geureute Meugah
Perkasa, Pembayaran
ke 2 Termen |, BAPP
tanggal 23 April 2013
Rp. 585.730.000

376 Permohonan 1 lembar
Pembayaran PT.
Geureute Meugah
Perkasa, Pembayaran
ke 3 Termen Il, BAPP
tanggal 28 Oktober
2013 Rp. 679.446.800
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377 Permohonan 1 lembar
Pembayaran PT.
Geureute Meugah
Perkasa, Pembayaran
ke 4 Termen lll, BAPP
tanggal 28 Oktober
2013 Rp. 147.564.000,
total tagihan Rp.
1.296.900.000

Tetap dalam berkas perkara ini.

5. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 204/Pid.Sus/

2015/PN.MBO tanggal 10 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI ADLI Bin M. ADLI HASYIMterbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana“Tindak PidanaPerpajakan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI ADLI Bin M. ADLI
HASYIMdengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga)
bulan dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar
rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

No Uraian Jumlah

1 SSP PPh Pasal 25dan |2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Januari 2011

2 SSP PPh Pasal 25dan |2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Februari 2011

3 SSP PPh Pasal 25dan |2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Maret 2011

4 SSP PPh Pasal 25dan |2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak April 2011

5 SSP PPh Pasal 25dan |2 Lembar
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Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Mei 2011

6 SSP PPh Pasal 25dan |2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Juni 2011

7 SSP PPh Pasal 25dan |2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Juli 2011

8 SSP PPh Pasal 25dan |2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Agustus 2011

9 SSP PPh Pasal 25dan |2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak September 2011
10 SSP PPh Pasal 25dan |2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Oktober 2011

11 SSP PPh Pasal 25dan |2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak November 2011
12 SSP PPh Pasal 25dan |2 Lembar
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD) Masa
Pajak Desember 2011
13 SPT Masa Pasal 21 5 Lembar
Bulan Januari 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

14 SPT Masa Pasal 21 5 Lembar
Bulan Februari 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

15 SPT Masa Pasal 21 6 Lembar
Bulan Maret 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

16 SPT Masa Pasal 21 6 Lembar
Bulan April 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

17 SPT Masa Pasal 21 3 Lembar
Bulan Mei 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

18 SPT Masa Pasal 21 3 Lembar
Bulan Juni 2011 dan
Lembar Pengawasan
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Dokumen (LPAD)
19 SPT Masa Pasal 21 3 Lembar
Bulan Juli 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

20 SPT Masa Pasal 21 3 Lembar
Bulan Agustus 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

21 SPT Masa Pasal 21 5 Lembar
Bulan September 2011
dan Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

22 SPT Masa Pasal 21 5 Lembar
Bulan Oktober 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

23 SPT Masa Pasal 21 5 Lembar
Bulan November 2011
dan Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

24 SPT Masa Pasal 21 5 Lembar
Bulan Desember 2011
dan Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

25 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Januari 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

26 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Februari 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

27 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Maret 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

28 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan April 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

29 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Mei 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

30 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Juni 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

31 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Juli 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

32 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
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Bulan Agustus 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

33 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan September 2011
dan Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

34 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Oktober 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

35 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan November 2011
dan Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

36 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Desember 2011
dan Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

37 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Januari 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

38 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Februari 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

39 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Maret 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

40 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan April 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

41 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Mei 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

42 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Juni 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

43 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Agustus 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

44 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan September 2012
dan Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

45 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Oktober 2012 dan
Lembar Pengawasan
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Dokumen (LPAD)
46 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan November 2012
dan Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

47 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Desember 2012
dan Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

48 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Januari 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

49 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Februari 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

50 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan April 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

51 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Mei 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

52 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Juni 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

53 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Juli 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

54 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Agustus 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

55 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan September 2013
dan Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

56 SPT Masa Pasal 23/26 |2 Lembar
Bulan Oktober 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

57 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Januari 2011 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

58 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Februari 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

59 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
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Maret 2011 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

60 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
April 2011 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

61 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Mei 2011 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

62 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Juni 2011 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

63 SPT Masa PPN Bulan Julij2 Lembar
2011 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

64 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Agustus 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

65 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
September 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

66 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Oktober 2011 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

67 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
November 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

68 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Desember 2011 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

69 Kertas Kerja Verifikasi 2 Lembar
Penyampaian SPT PPN
tanggal 31 Agustus 2012
dan Print out SIPMOD
penerimaan SPT Masa
PPN di TPT

70 Laporan Hasil Verifikasi |3 Lembar
nomor LHV-093/WPJ.25/
KP.0308/2012 tanggal 31
Agustus 2012

71 Surat Tugas Verifikasi 1 Lembar
Nomor ST-941/WPJ.25/
KP.03/2012 Tanggal 29
Agustus 2012

72 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
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Januari 2012 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

73 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Februari 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

74 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Maret 2012 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

75 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
April 2012 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

76 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Mei 2012 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

77 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Juni 2012 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

78 SPT Masa PPN Bulan Julij2 Lembar
2012 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

79 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Agustus 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

80 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Oktober 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

81 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
November 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

82 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Desember 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

83 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Januari 2013 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

84 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Februari 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

85 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
April 2013 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
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(LPAD)
86 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Mei 2013 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

87 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Juni 2013 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

88 SPT Masa PPN Bulan Julij2 Lembar
2013 dan Lembar
Pengawasan Dokumen
(LPAD)

89 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Agustus 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

90 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
September 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

91 SPT Masa PPN Bulan 2 Lembar
Oktober 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

92 SPT Masa Pasal 21/26 |5 Lembar
Bulan Januari 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

93 SPT Masa Pasal 21/26 |5 Lembar
Bulan Februari 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

94 SPT Masa Pasal 21/26 |5 Lembar
Bulan Maret 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

95 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
Bulan April 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

96 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
Bulan Mei 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

97 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
Bulan Juni 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

98 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
Bulan Juli 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

99 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
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Bulan Agustus 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

100 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
Bulan September 2012
dan Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

101 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
Bulan Oktober 2012 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

102 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
Bulan November 2012
dan Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

103 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
Bulan Desember 2012
dan Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

104 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
Bulan Januari 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

105 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
Bulan Februari 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

106 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
Bulan April 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)
107 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
Bulan Mei 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)
108 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
Bulan Juni 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)
109 SPT Masa Pasal 21/26 |6 Lembar
Bulan Juli 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)
110 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
Bulan Agustus 2013 dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

111 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
Bulan September 2013
dan Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

112 SPT Masa Pasal 21/26 |4 Lembar
Bulan Oktober 2013 dan
Lembar Pengawasan
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Dokumen (LPAD)
113 SPT Tahunan PPh Badan |15 Lembar
Tahun 2011, Tanda
Terima SPT Tahunan, dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

114 SPT Tahunan PPh Badan |14 Lembar
Tahun 2012, Tanda
Terima SPT Tahunan, dan
Lembar Pengawasan
Dokumen (LPAD)

115 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Januari 2013
116 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Februari 2013
117 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan April 2013
118 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Mei 2013
119 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Juni 2013
120 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Juli 2013
121 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Agustus 2013
122 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan September 2013
123 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Oktober 2013
124 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Januari 2012
125 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Februari 2012
126 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Maret 2012
127 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan April 2012
128 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Mei 2012
129 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Juni 2012
130 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Juli 2012
131 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Agustus 2012
132 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan September 2012
133 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan Oktober 2012
134 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
Bulan November 2012

135 SPT Masa Pasal 25 2 Lembar
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Bulan Desember 2012
136 Surat Pengukuhan PKP |1 Lembar
a.n PT. Geurute Megah
Perkasa NPWP :
02.171.632.9-103.000

137 Foto Kantor PT. Geurutee |1 Lembar
Megah Perkasa
138 Surat Tugas Pelaksanaan |1 Lembar

Penelitian Lapangan
STPPL/ WPJ.25/

KP.03/2006

139 Laporan Hasil Penelitian |2 Lembar
Lapangan PKP tanggal
Mei 2006

140 Foto Copy Surat Izin 1 Lembar

Tempat Usaha ( SITU
)Nomor : 503/37/
SITU/2005

141 Foto Copy KTP ( KTP 1 Lembar
Merah Putih ) Nomor :
8174/KB/16/AJ/2003 a.n
Mulyadi Adli

142 Foto Copy Akte 10 Lembar
Perseroan Komanditer
CV. Geureutee Megah
Perkasa tgl 21 Januari
2004

143 Foto Copy Akte Pendirian (30 Lembar
Perseroan Terbatas PT.
Geuruete Meugah
Perkasa Nomor 37
Tanggal 05 Juni 2008
144 Foto Copy Keputusan 1 Lembar
Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Rl Nomor
AGU-48357.AH.01.01.Ta
hun 2008

145 Foto Copy Akta 8 Lembar
Pembukaan Kantor
Cabang dan Pemberian
Kuasa Nomor 19 tanggal
06 Januari 2008

146 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor: B.00/0054/
VI11/2012 tanggal
13-08-2012 , BNI Cab.
Meulaboh Check/Giro No.
CA.925198
Pemb.Termyn-I Paket-Ill
Kebun UL

Rp. 2.505.467.160,00
147 Bukti Setoran BNI Ke rek |1 Lembar
Mandiri PT Geureute
Meugah Perkasa No Rek:
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1580001438977
Rp.2.505.417.160
148 Fotokopi Check No.CA |1 Lembar
925198 tgl 14 Agustus
2012

149 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor A.01/03/SPP-115/
VI11/2012 tgl 11 Agustus
2012

150 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /
AU-79/133/2012 tgl 10
Agustus 2012

151 Berita Acara Penyerahan |1 Lembar
Pekerjaan Pemborong
Lampiran ASN/
AU-79A/133/2012 tgl 10
Agustus 2012

152 Berita Acara Pemeriksaan|1 Lembar
dan Evaluasi Pekerjaan
Nomor: ASN/BARA/114/
VII1/2012 tgl 09 Agustus
2012

153 Invoice Nomor: 02/GMP- |1 Lembar
INV.ASN/VIII/2012 tgl 10
Agustus 2012

154 Tanda Terima Uang PT. |1 Lembar
Geureute Meugah
Perkasa Nomor: 02/GMP-
INV.ASN/VII1/2012 tgl 10
Agustus 12

155 Faktur Pajak No. 1 Lembar
010.000-12.00000002
Tanggal 10 Agustus 2012
senilai Rp. 231.987.770
156 Dafar Pendukung 2 Lembar
Penagihan Termyn
Pekerjaan Tanaman
Ulang Kelapa Sawit
Paket-11l Seluas 271HA di
Kebun Ujung Lamie
Tanggal 04 Agustus 2012
157 Laporan Kemajuan 10 Lembar
Pekerjaan TU Paket-llI
Seluas 271HA Tanggal 01
Agustus 2012 dan foto
158 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor: B.00/0567/X/2012
tanggal 24-10-2012, BNI
Cab Meulaboh Check/
Giro No. FG 732365
untuk Pemb. Termyn-Il
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TU Paket-Ill Kebun UL
Rp. 826.524.000,00

159 Bukti Setoran Mandiri Ke |1 Lembar
rek Mandiri PT Geureute
Meugah Perkasa No
Rek : 1580001438977
Rp.826.524.000

160 Fotokopi Check No. FG |1 Lembar
732365 tgl 24 Oktober
2012

161 Surat Permintaan 1 Lembar

Pembayaran (SPP) Nomr
A. 01/A.03/SPP-137/
X/2012 tgl 10 Oktober
2012

162 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /
AU-79/165/2012 tgl 09
Oktober 2012

163 Berita Acara Penyerahan |1 Lembar
Pekerjaan Pemborong
Lamp ASN/
AU-79A/133/2012 tgl 09
Oktober 2012

164 Invoice No. 03/GMP- 1 Lembar
INV.ASN/X/2012 tgl 09
Oktober 2012

165 Tanda Terima Uang oleh |1 Lembar
PT. Geureute Meugah
No. 02/GMP-INV.ASN/
VI11/2012 tgl 10 Agustus
2012

166 Faktur Pajak No. 1 Lembar
010.000-12.00000003
Tanggal 10 Oktober 2012
senilai Rp. 76.530.000
167 Dafar Pendukung 2 Lembar
Penagihan Termyn
Pekerjaan Tanaman
Ulang Kelapa Sawit
Paket-11l Seluas 271HA di
Kebun Ujung Lamie
Tanggal 04 agust 2012
168 Laporan Kemajuan 10 Lembar
Pekerjaan Tanggal 05
Sept 12 dan Foto

169 Surat Permohonan 1 Lembar
Pembayaran Termyn Il tgl
29 Sept 12

170 Surat Permohonan 1 Lembar

Rekomendasi Termyn
Pekerjaan tanggal 27
September 2012

60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 Memo Permintaan 2 Lembar
Termyn
172 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar

Nomor B.00/0077/1V/2013
tanggal 12-04-2013,
Mandiri Cab Meulaboh
Check/ Giro No. FP
191240
Rek,158-00-0118826-7
Pemb.Termyn Il TU
Paket Il Kebun UL
Rp.1.211.647.290

173 Bukti Setoran BNI Ke rek |1 Lembar
Mandiri PT Geureute
Meugah Perkasa No

Rek : 060.01.05.610088-6
Rp. 1.211.647.290 tgl

12-04-2013

174 Fotokopi Check No. FP |1 Lembar
191240tgl  April-2013

175 Surat Permintaan 1 Lembar

Pembayaran (SPP)
Nomor: A.01/03/
SPP-199/2012 tgl 31
Desember 2012

176 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No. ASN /
AU-79/230/2012 tgl 27
Desember 2012

177 Berita Acara Penyerahan |1 Lembar
Pekerjaan Pemborong
Lamp ASN/
AU-79A/230/2012 tgl 27
Desember 2012

178 Berita Acara Pemeriksaan|1 Lembar
dan Evaluasi Pekerjaan
Nomor: ASN/BARA/171/
X11/2012 tgl 24-12- 2012
179 Invoice No. 05/GMP- 1 Lembar
INV.ASN/XI11/2012 tgl 28
Desember 2012

180 Tanda Terima Uang oleh |1 Lembar
PT. Geureute Meugah
Perkasa No. 05/GMP-
INV.ASN/XI11/2012 tgl 28
Desember 2012

181 Fotokopi Berita Acara 2 Lembar
Serah Terima Pekerjaan
Nomor UL/BARA/13/
XI1/2012 Tanggal
26-12-2012

182 Fotokopi Surat PT 1 Lembar
Geureutee No0.04/GMP-
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Mbo/IV/2013 tanggal 10
April 2013 tentang
Permohonan Perubahan
No. Rekening

183 Dokumen Pendukung 2 Lembar
Pemeriksaan dan
Evaluasi Pekerjaan
Tanaman Ulang Kelapa
Sawit Paket Il seluat 271
Ha di Kebun UL Tanggal
24 Desember 2012

184 Bukti Pengeluaran Bank |1 lembar
Nomor B.00/0133/111/2014
tanggal 26-03-2014 ,Bank
Mandiri Cab. Meulaboh
Rek 158-00-0118826-7
Check/Giro No. GD
038756, Rekening Koran
Pembayaran 5 % TU
Paket IX Kebun UL Rp.
73.004.965

185 Bukti Setoran Mandiri Ke |1 Lembar
rek Mandiri PT Geureute
Meugah Perkasa No
Rek : 1580001438977
Rp.73.004.965 tgl 26

Maret 2014

186 Fotokopi Check No. GD |1 Lembar
038756 tgl maret 2014

187 Surat Permintaan 1 Lembar

Pembayaran (SPP)
Nomor A. 01/A.03/
SPP-46/2014 tgl 24 Maret
2014

188 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /A.01/
AU-79/05/2014 tgl 24
Maret 2014

189 Berita Acara Penyerahan |1 Lembar
Pekerjaan Pemborong
Lamp ASN/
AU-79/05/2014 tgl 24
Maret 2014

190 Invoice No. 02/GMP- 1 Lembar
INV.ASN/I11/2014 tgl 24
Maret 2014

191 Tanda Terima PT. 1 Lembar
Geureute Meugah
Perkasa No. 02/GMP-
INV.ASN/111/2014

192 Fotokopi SSP Desember |1 Lembar
tahun 2013 Penyetoran
PPN Rp. 20.647.000
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193 Surat No. UL/A.Dir/20/ 1 Lembar
11/2014 tanggal 25
Februari 2014 tentang
Pembayaran jaminan
Masa Pemeliharaan 5 %
194 Surat No. 04/GMP- 1 Lembar
MBO/11/2014 tanggal 24
Februari 2014 tentang
Permohonan
Rekomendasi

195 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor B.00/0039/11/2012
tanggal 09-02-2012,
Hutang Niaga
Pemb.Pembukaan &
Perawatan PN & MN
Kebun Ujung Lamie Rp.
512.467.560,00

196 Bukti Setoran Mandiri Ke |1 Lembar
Rek Bank Aceh PT
Geureute Meugah
Perkasa No Rek :
06001.05.610088-6
Rp.512.467.560 tgl
09-02-2012

197 Kwitansi Pembayaran PT |1 Lembar
Agro Sinergi Nusantara -
Meulaboh ke PT
Geureute Meugah
Perkasa Tanggal 02
Februari 2012 Rp.
512.467.560,-

198 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor: A.01/A.03/
SPP-02/11/2012 tgl 06
Februari

2012

199 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /
AU-79/06/2012 tgl 02
Februari 2012

200 Berita Acara Penyerahan |1 Lembar
Pekerjaan Pemborong
Lamp ASN/
AU-79A/07/2012 tgl 02 -
02 -2012

201 Berita Acara Pemeriksaan|1 Lembar
dan Evaluasi Pekerjaan
Nomor : ASN/BARA/02/
X/2011 Tanggal
31-02-2012

202 Laporan Kemajuan 22 Lembar
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Pekerjaan Bibitan Pre
Nursery dan Main
Nursery Bulan Januari
2012

203 Invoice no. 01/GMP- 1 Lembar
INV.ASN/I11/2012 Tanggal
02 Pebruary 2012

204 Tanda Terima No.01/ 1 Lembar
GMP-INV.ASN/11/2012
tanggal 02 Pebruary 2012
205 Surat PT Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa Nomor:
01/GMP-P.ASN/1/2012
tanggal 31 Januari 2012
Perihal Permohonan
Termyn Il

206 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor B.00/0105/
XI1/2011 tanggal
12-12-2011, Bank Mandiri
Cab. Meulaboh Rek
158-00-0118826-7 Check/
Giro No. PG 730313
Hutang Kepada
kontraktor Pembayaran
Termyn Thp-II
Pembukaan dan
Perawatan Bibitan PN
dan MN Kebun Ujung
Lamie Rp. 496.459.800
207 Invoice PT.Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa
Nomor : 02/GMP-
INV.ASN/X/2011 tanggal
10 Desember 2011

208 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /
AU-79/39/2011 tgl 10
Desember 2011

209 Berita Acara Penyerahan |1 Lembar
Pekerjaan Pemborong
Lamp ASN/
AU-79A/39/2011 tgl 10
Desember 2011

210 Berita Acara Pemeriksaan|1 Lembar
dan Evaluasi Pekerjaan
Nomor : ASN/BARA/16/
XI1/2011 tanggal 10
Desember 2011

211 Laporan Kemajuan 2 Lembar
Pekerjaan s.d 9
Desember 2011,
Pekerjaan Pembukaan
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dan Perawatan Areal
Bibitan Kelapa Sawit Pre
Nursery dan Main
Nursery

212 Faktur Pajak Nomor 1 Lembar
01.000-11.00000002 tgl
10 Desember 2011 atas
pembukaan dan
perawatan pembibitan
kelapa sawit pre nursery
dan main nursery dengan
Jumlah PPN
Rp.45.968.500

213 Memo dari Bagian 1 Lembar
Tanaman No A.01/A.D2/
M/15/XIl/ 2011 tanggal 10
Desember 2011 hal
pengajuan pembayaran /
termyn

214 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor B.00/0087/X1/2011
Tanggal 03-11-2011,
Hutang Kepada
kontraktor Pemby.Termyn
| Pembukaan/Perawatan
PN & MN Kebun UL Rp.
312.994.750,00

215 Bukti Setoran Mandiri Ke |1 Lembar
Rek Bank Aceh PT
Geureute Meugah
Perkasa No Rek :
06001.06.610088-6
Rp.312.994.750 tgl

03-11-2011

216 Fotokopi Check No. ES |1 Lembar
733449 sejumlah Rp.
312.994.750,-

217 Memo Permintaan 1 Lembar

Pembayaran (MPP) PT
Agro Sinergi Nusantara
Nomor: A.03.2/
MPP/017/2011 untuk
Pembayaran Kepada PT
Geureute Meugah P.
Pembayaran Termyn |
Pembukaan/Perawatan
PN & MN Kebun Ujung
Lamie Ses. Memo
No.A.01/A.D2/M/08/2011
Rp. 312.994.750,-

218 Memo dari Kaur Tanaman |1 Lembar
No.01A/A.D2/M/08/2011
tanggal 01 November
2011 hal Pengajuan
Pembayaran Tahap-I
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219 Invoice PT. Geureute 1 Lembar
Megah Perkasa Nomor:
01/GMP-INV.ASN/X/2011
tanggal 29 Oktober 2011
220 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No. ASN /
AU-79/31/2011 tgl
31-10-2011

221 Berita Acara Penyerahan |1 Lembar
Pekerjaan Pemborong
Lamp ASN/
AU-79A/31/2011 tgl 31-10
-2011

222 Berita Acara Pemeriksaan|1 Lembar
dan Evaluasi Pekerjaan
Nomor : ASN/BARA/13/
X/2011 Tanggal
31-10-2011

223 Laporan Kemajuan 2 Lembar
Pekerjaan Bibitan Pre
Nursery dan Main
Nursery s.d 29 Oktober
2011

224 Faktur Pajak Nomor 1 Lembar
01.000-11.00000001 tgl
01 Nopember 2011 PPN
Rp. 32.267.500

225 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor B.00/0275/X/2013
tanggal 11-10-2013, Bank
Mandiri Cab. Meulaboh
rekening no.
158-00-0118826-7 Check/
Giro No. FW 264888,
Rekening Koran
Pembayaran Termyn lI
TU Paket IX UL Rp.
300.229.200

226 Bukti Setoran Mandiri Ke |1 Lembar
rek Bank Mandiri PT
Geureute Meugah
Perkasa No Rek :
158.00.0168127.9
Rp.300.229.200 tgl
11-10-2013

227 Fotokopi Check No. FW |1 Lembar
264888 tanggal 11
Oktober 2013 sejumlah
Rp, 300.229.200

228 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor A. 01/A.03/
SPP-54/2013 tgl 07
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Oktober 2013
229 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /A.01/
AU.79/55/2013 tgl 03
Oktober 2013

230 Berita Acara Penyerahan |1 Lembar
Pekerjaan Pemborong
Lamp ASN /A.01/
AU.79/55/2013 tgl 03
Oktober 2013

231 Berita Acara Pemeriksaan|3 Lembar
dan Evaluasi Pekerjaan
Nomor : ASN/BARA/53/
X/2013 tgl 02 -10 -2013

232 Fotokopi KTP Mulyadi 1 Lembar
Adli
233 Invoice PT. Geureute 1 lembar

Meugah Perkasa Nomor:
02/GMP-INV.ASN/
IX/2013 Tgl 03 Okt 2013
Rp.300.229.200

234 Tanda Terima No.02/ 1 lembar
GMP-INV.ASN/IX/2013
Rp.300.229.200, Untuk
Pembayaran Pekerjaan
Termyn Il

235 Surat Tanggapan ASN 1 Lembar
tentang Pembayaran
Termyn Pekerjaan Ke
PT.Geureute Meugah
Perkasa No. UL/
A.Dir/102/1X/2013
Tanggal 30 September
2013

236 Faktur Pajak Nomor 1 Lembar
010.902.13.19678224 tgl
03 Oktober 2013 atas
Termy Tahap |l Pekerjaan
Tanaman Ulang Kelapa
Sawit Paket X, PPN
senilai Rp. 27.799.000
237 Surat PT. Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa Nomor :
21/GMP/1X/2013 tanggal
30 September 2013
tentang Pembayaran
Termyn Pekerjaan

238 Bukti Jurnal No : 1 Lembar
M02.09.141.2013 tanggal
30 September 2013

239 Laporan Kemajuan 1 set
Pekerjaan TU Paket IX
Seluas 110 Ha Bulan

Hal. 67 dari 52 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013
240 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor B.00/0093/111/2014
tanggal 11-03-2014,
Rekening Koran Pemby.
Rampung TU Paket-1X
Kebun UL
Rp.149.982.635,00

241 Bukti Setoran Mandiri Ke |1 Lembar
rek Bank Mandir PT
Geureute Meugah
Perkasa No Rek:
158.00.0168127.9
Rp.149.982.635,00 tgl
11-03-2014

242 Fotokopi Check No. FW |1 Lembar
265197 sejumlah
Rp.149.982.635 tgl 11
Maret 2014

243 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor: A.01/A.03/
SPP-10/2014 tgl 12
Februari 2014 Rp.
149.982.635,00
244 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No. ASN /A.01/
AU.79/105/2013 tgl 28
Desember 2013

245 Berita Acara Penyerahan |1 Lembar
Pekerjaan Pemborong
Lamp ASN /A.01/
AU.79A/105/2013 tgl 28
Desember 2013

246 Invoice PT. Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa Nomor:
01/GMP-INV.ASN/11/2014
Sebesar Tanggal 04
Pebruari 2014 Jumlah
Rp.149.982.635,00

247 Tanda Terima Nomor: 01/ |1 Lembar
GMP-INV.ASN/11/2014
Rp.149.982.635

248 Fotokopi SSP PPN Kode |1 Lembar
Akun Pajak 411211 Kode
Jenis Setoran 100 Bulan
Oktober 2013 PT
Geureute Meugah
Perkasa Rp. 27.799.000,-
249 Berita Acara Pemeriksaan|1 Lembar
dan Evaluasi Pekerjaan
Nomor : ASN/A.01/
BARA/105/XI11/2013 tgl
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28-12-2013
250 Data Pendukung Serah |2 Lembar
terima/Evaluasi Pekerjaan
Tanaman Ulang Kelapa
Sawit Paket IX Seluas 84
Ha di Kebun UL

Lampiran BA Nomor:
ASN/A.01/BARA/105/
X11/2013 tgl 28-12-2013
251 Surat PT Agro Sinergi 1 Lembar
Nusantara Nomor: UL/
A.Dir/09/1/2014 Tanggal
23 Janyari 2014

252 Faktur Pajak Nomor 1 Lembar
010.902-13.19678225 tgl
31 Desember 2013 PPN
Rp. 20.647.000

253 Surat PT Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa Nomor :
GMP/07/1/2014 tgl 23
Januari 2014 Perihal
Permohonan Dukungan
Pembayaran

254 Berita Acara Serah 2 Lembar
Terima Pekerjaan No: UL/
BARA/49/XI1/2013 Tgl 27
Desember 2013

255 Berita Acara Hasil 2 Lembar
Penilaian Mutu Pekerjaan
Menanam dan
Membangun No : UL/
BARA/09/1/2014 Tanggal
31-01-2014

256 Bukti Jurnal Nomor : 1 Lembar
M02-12-0191-2013 tgl
31-12-2013

257 Laporan Kemajuan 5 Lembar
Pekerjaan TU Paket IX
Seluas 84HA Bulan
Desember 2013 dan foto
258 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor B.00/0199/
VI11/2013 tanggal
101-08-2013,Bank
Mandiri Cab. Meulaboh
Rek 158-00-0118826-7
Check/Giro No. FW
263794 , Rekening Koran
Pembay. Termyn | TU
Paket IX Kebun Ujung
lamie Rp. 460.335.240
259 Bukti Setoran Mandiri Ke |1 Lembar
rek Bank Mandir PT
Geureute Meugah
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Perkasa No Rek :
158.00.0168127.9
Rp.460.335.240 tgl
02-08-2013

260 Fotokopi Check No. FW |1 Lembar
263794 tanggal Agustus
2013 sejumlah
Rp.460.335.240

261 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor A. 01/A.03/
SPP-22/2013 tgl 29 Juli
2013

262 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /A.01/
AU.79/22/2013 tgl 26 Juli
2013

263 Berita Acara Penyerahan |1 Lembar
Pekerjaan Pemborong
Lamp ASN /A.01/
AU.79A/22/2013 tgl 26
Juli 2013

264 Invoice PT.Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa nomor :
01/GMP-INV.ASN/
VI11/2013 tanggal 26 Juli
2013 Sebesar
Rp.460.335.240

265 Tanda Terima No.01/ 1 Lembar
GMP-INV.ASN/11/2014
Rp.460.335.240

266 Berita Acara Pemeriksaan|1 Lembar
dan Evaluasi Pekerjaan
Nomor : ASN/BARA/22/
V11/2013 tgl 25-07-2013
267 Data Pendukung Serah |2 Lembar
terima/Evaluasi Pekerjaan
Tanaman Ulang Kelapa
Sawit Paket IX Seluas
110 Ha di Kebun UL
tanggal 25 Juli 2013

268 Permohonan 1 Lembar
rekomendasi pembayaran
Termyn Tahap |
PT.Geureute Megah
Nomor : 03/GMP/VII/2013
tgl 22 Juli 2013

269 Rekom Pembayaran 1 Lembar
Termyn Pekerjaan No:
UL/A.Dir/V11/2013 tgl 22
Juli 2013

270 Bukti Jurnal 2 Lembar
no.Mo02.07.102.2013 tgl
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20-07-2013
271 Laporan Kemajuan 1 set
Pekerjaan TU Paket IX
Seluas 110 Ha Bulan Juli
2013 (Gambar Visual
terlampir 8 Lembar)

272 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor: B.00/0165/
V/11/2013 tanggal
04-07-2013, Uang Muka
Kepada Pemborong
Pembay. Pinjaman PT
Geureute Meugah
Perkasa TU Paket-1X
kebun UL
Rp.450.000.000,00

273 Bukti Setoran Mandiri Ke |1 Lembar
rek Bank Mandir PT
Geureute Meugah
Perkasa No Rek :
158.00.0168127.9
Rp.450.000.000 tgl
05-07-2013

274 Fotokopi Check No. FP |1 Lembar
191859 sejumlah
Rp.450.000.000 tgl 05 Juli
2013

275 Memo Nomor A.01/D2/ |1 Lembar
M/020/VI11/2013 Tanggal
04 Juli 2013 hal Pinjaman
Kepada kontraktor TU
Tahun 2013 Kebun Ujung
Lamie

276 Surat PT Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa Nomor
UL/A.D2/54/2013 tgl 03
Juli 2013 Hal Mohon
Bantuan Pinjaman Dana
Pekerjaan TU

277 Surat PT Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa Nomor
02/GMP/VI1/2013 tgl 02
Juli 2013 Perihal
Permohonan Pinjaman
Termyn

278 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor B.00/0086/V/2013
tanggal 02-05-2013, Bank
Mandiri Cab. Meulaboh
No. Rek. 158-00-0118826
Check/Giro No. FP
191247 Hutang Kepada
Kontraktor Pemb 5 %
Bibitan PN dan MN 22
Ha Kebun UL Rp.
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172.340.575
279 Bukti Setoran Mandiri Ke |1 Lembar
rek Bank Aceh No Rek:
060-01-05-610088-6
Rp.172.340.575 tgl
02-05-2013

280 Fotokopi Check No. FP |1 Lembar
191247 sejumlah
Rp.172.340.575 tgl Mei
2013

281 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor A. 01/A.03/
SPP-17/2013 tgl 29 April
2013

282 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /
AU.79/44/2013 tgl 19
April 2013

283 Berita Acara Penyerahan |1 Lembar
Pekerjaan Pemborong
Lamp ASN/
AU.79/44/2013 tgl 19
April 2013

284 Invoice PT.Geureute 1 Lembar
nomor : 01/GMP-
INV.ASN/IV/2013
Sebesar Rp.172.340.575
tgl 19 April 2013

285 Memo Nomor A.01/ 1 Lembar
A.D2/28/M/IVV/2013
tanggal 17 April 2013 hal
Permintaan Pembayaran
Jaminan Masa
Pemeliharaan 5 % dari
Kepala Bagian Tanaman
Ke Direktur Operasional
286 Rekomendasi 1 Lembar
Pembayaran Jaminan
Masa Pemeliharaan 5%
No: UL/A.Dir/32/2013 tgl
06 April 2013

287 Surat dari PT.Geurete 1 Lembar
Nomor : 21/GMP/IV/2013
tgl 03 April 2013 tentang
Pembayaran Jaminan
Masa Pemeliharaan 5%
288 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor K.00/0041/1/2013
tanggal 14-01-2013,
Hutang Kepada
Kontraktor Pemby.
Panjar-1 Termyn-IV
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Pembukaan / Perawatan
Bibitan PN dan MN
Jumlah Rp.
600.000.000,00

289 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor A.01/A.03/
SPP-167/2012 tgl 12
Desember 2012

290 Bukti Setoran Mandiri Ke |1 Lembar
rek Bank Aceh Cab.
Meulaboh No Rek :
060-01-05-610088-6
Jumlah Rp.448.824.240
tgl 14 -01-2013

291 Kwitansi Sudah terima 1 Lembar
dari PT Geuruete Meugah
Perkasa Pembayaran
Pemasangan pagar
individu transport bibit
dan menanam bibit
kelapa sawit di kebun
Batee Puteh paket IV ke
Ubaidilah Sebesar
Rp.151.175.760

292 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor B.00/0003/1/2013
tanggal 23-01-2013,Bank
BNI Cab Meulaboh,
Hutang Kepada
Kontraktor Pembayaran
Panjar Il Termyn IV
Perawatan Bibitan Kebun
UL Rp. 400.000.000

293 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor A. 01/A.03/
SPP-167/2012 tgl 12
Desember 2012

294 Bukti Setoran BNI ke 1 Lembar
Rekening Bank Aceh a.n
PT Geuruete Meugah
Perkasa No Rek:
060-01-05-610088-6 atas
Panjar Il Termyn IV
Bibitan Kebun Ul senilai
Rp.400.000.000

295 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor B.00/0012/11/2013
tanggal 14-02-2013,
Hutang Kepada
Kontraktor Pemby.
Panjar-11l Termyn-1V
Bibitan Kebun UL
Rp.750.000.000
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296 Fotokopi Check No. FG |1 Lembar
731736 tgl 14-02-2013
sejumlah
Rp.750.000.000

297 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor A.01/A.03/
SPP-167/2012 tgl 12
Desember 2012

298 Bukti Setoran Mandiri Ke |1 Lembar
Rek PT Geuruete
Meugah Perkasa Bank
Aceh Cab Meulaboh No
Rek :
060-01-05-610088-6
Jumlah Rp.750.000.000
tgl 14-02-2013

299 Bukti Pengeluaran Bank |1 Lembar
Nomor K.00/0142/111/2013
tanggal 05-03-2013,
Hutang Kepada
Kontraktor Pemb Termyn
IV bibitan Kebun UL Rp.
139.879.515

300 Surat Permintaan 1 Lembar
Pembayaran (SPP)
Nomor A. 01/A.03/
SPP-167/2012 tgl 12
Desember 2012

301 Perhitungan Pekerjaan |1 Lembar
Borongan Termyn/
Rampung No ASN /
AU-79/210/2012 tanggal
11 Desember 2012

302 Berita Acara Penyerahan |1 Lembar
Pekerjaan Pemborong
Lampiran Perhitungan
Pemborong No. ASN /
AU.79A/210/2012 tanggal
11 Des 2012

303 Berita Acara Pemeriksaan|1 Lembar
dan Evaluasi Pekerjaan
Nomor : ASN/BARA/155/
X/2012 tgl 27 -10 -2012

304 Berita Acara Serah 1 set
Terima Pekerjaan No. UL/
BARA/10/X/2012 tanggal
29 Oktober 2012

305 Invoice PT. Geureute 1 Lembar

Nomor: 04/GMP-
INV.ASN/XI11/2012 Tgl 11
Desember 2012

306 Tanda Terima Asli 1 Lembar
bermaterai 6000 No.04/
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GMP.INV.ASN /XI1/2012
tanggal 11 Desember
2012

307 Memo No.A.01/A.D2/40A/|1 Lembar
M/X1/2012 tanggal 06
Desember 2012 tentang
Permintaan Pembayaran
Termyn

308 Surat dari Manajer 1 Lembar
kepada Direksi PT. Agro
Sinergi Nusantara Nomor
UL/A.Dir/X1/87/2012
tanggal 21 November
2012 hal permohonan
Pembayaran pekerjaan
309 Surat PT.Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa No.019/
GMP/BBT/X/2012
tanggal 30 oktober 2012
hal Permohonan
Rekomendasi Kemajuan
Pekerjaan

310 Laporan Perkembangan |2 Lembar
Pekerjaan Pembukaan
dan Perawatan Areal
bibitan Kelapa sawit Pre
nursery 0,5 Ha dan MN
22 Ha di UL tanggal 29
Oktober 2012

311 SPT Masa PPh Pasal 1 Set
23/26 Masa Pajak
Agustus 2012
312 SPT Masa PPh Pasal 1 Set
23/26 Masa Pajak
Oktober 2012
313 SPT Masa PPh Pasal 1 Set
23/26 Masa Pajak
Desember 2012
314 SPT Masa PPh Pasal 1 Set
23/26 Pembetulan Ke-1
Masa Pajak Desember
2012

315 Surat Perjanjian Nomor |11 Lembar
ASN/X/SIJAN/13/VIII/2011
tanggal 02 Agustus 2011
316 Surat Perjanjian Nomor |13 Lembar
ASN/X/SJAN/05/1/2012
tanggal 28 Januari 2012
317 "Adendum Surat 3 Lembar
Perjanjian Nomor ASN/X/
SJAN/05/1/2012 tanggal
28 Januari 2012" Nomor
ASN/X/SIJAN-ADD/29/
\/1/2012 tanggal 28
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Januari 2012
318 Surat Perpanjangan 1 Lembar
Waktu Pelaksanaan
Nomor ASN/X/98/V1/2012
tanggal 22 Juni 2012

319 Surat Perpanjangan 1 Lembar
Waktu Pelaksanaan
Nomor 08/GMP/V1/2012
tanggal 19 Juni 2012
320 Surat Perjanjian Nomor |12 Lembar
ASN/X/SIJAN/38/1V/2013
tanggal 01 April 2013
321 "Adendum Surat 3 Lembar
Perjanjian Nomor ASN/X/
SJAN/38/1V/2013 tanggal
01 April 2013", Nomor
ASN/X/SJAN-ADD/58/
X1/2013 tanggal 24
Nopember 2013

322 Bukti Setoran Bank 1 Lembar
Mandiri Ke rek Bank Aceh
PT Geureute Meugah
Perkasa No Rek:
06001056100886 Check
nomor FG 730868
tanggal 09-02-2012
Rp.512.467.560

323 Fotokopi Check No. FG |1 Lembar
730868 tgl 09 Februari
2012

324 Fotokopi Check No.FG |1 Lembar
730313 tgl 12 Desember
2011

325 Fotokopi Check No.CA |1 Lembar
927112 tgl 25 Januari
2013

326 Surat PT Geureute 1 Lembar
Meugah Perkasa Nomor
05/GMP/ASN/VI/2011
tanggal 10 Juni 2011 Hal
Permohonan Jadi
Rekanan

327 Company Profile PT 1 Buku
Geuruete Meugah
Perkasa Lampiran Surat
PT Geureute Meugah
Perkasa Nomor 05/GMP/
ASN/VI/2011 tanggal 10
Juni 2011

328 Surat Teguran Nomor 1 Lembar
ST-00416/WPJ.25/
KP.0304/2015 tanggal 04
Maret 2015 dengan
jumlah tunggakan pajak
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Rp. 301.584.010 tahun
pajak 2012

329 Surat Teguran Nomor 1 Lembar
ST-00417/WPJ.25/
KP.0304/2015 tanggal 04
Maret 2015 dengan
jumlah tunggakan pajak
Rp. 47.755.900 tahun
pajak 2011

330 Surat Teguran Nomor 1 Lembar
ST-00418/WPJ.25/
KP.0304/2015 tanggal 04
Maret 2015 dengan
jumlah tunggakan pajak
Rp. 68.033.380 tahun
pajak 2011

331 Surat Teguran Nomor 1 Lembar
ST-00419/WPJ.25/
KP.0304/2015 tanggal 04
Maret 2015 dengan
jumlah tunggakan pajak
Rp. 96.427.800 tahun
pajak 2012

332 Surat Teguran Nomor 1 Lembar
ST-00420/WPJ.25/
KP.0304/2015 tanggal 04
Maret 2015 dengan
jumlah tunggakan pajak
Rp. 230.564.074 tahun
pajak 2012

333 Surat Teguran Nomor 1 Lembar
ST-00421/WPJ.25/
KP.0304/2015 tanggal 04
Maret 2015 dengan
jumlah tunggakan pajak
Rp. 68.329.008 tahun
pajak 2012

334 Surat Teguran Nomor 1 Lembar
ST-00376/WPJ.25/
KP.0304/2015 tanggal 04
Maret 2015 dengan
jumlah tunggakan pajak
Rp. 1.000.000 tahun
pajak 2010

335 Surat Teguran Nomor 1 Lembar
ST-0002368/WPJ.25/
KP.0304/2011 tanggal 13
Desember 2011 dengan
jumlah tunggakan pajak
Rp. 1.000.000 tahun
pajak 2010

336 Fotokopi Surat Setoran |1 Lembar
Pajak (SSP) lembar ke-4
tanggal 23 Maret 2014
dengan nilai SSP Rp.
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20.647
337 Fotokopi Bukti 1 Lembar
Penerimaan Negara
Tanggal 25 Maret 2014
dengan nilai Jumlah
Pembayaran Rp. 20.647
338 Fotokopi Daftar Rincian |1 Lembar
Penerimaan SOPP
tanggal 25 Maret 2014
339 Surat Setoran Pajak 1 Lembar
(SSP) lembar ke-4
tanggal 03 Januari 2014
dengan nilai SSP Rp.
27.799.000

340 Print Out Rekening Koran |1 Lembar
Giro PT. Bank Aceh
Kantor Cabang Meulaboh
Periode 03 Januari 2014
s.d. 03 Januari 2014

341 Surat Setoran Pajak 1 Lembar
(SSP) lembar ke-4
dengan nilai SSP Rp.
84.290

342 Print Out Rekening Koran |1 Lembar
Giro PT. Bank Aceh
Kantor Cabang Meulaboh
Periode 10 Oktober 2013
s.d. 10 Oktober 2013

343 Perjanjian Pekerjaan 1 set
Pengolahan dan
Pembersihan Lahan
Nomor: 010/GMP-PBS/
XI1/2012 tanggal 19
Desember 2012

344 \Voucher Pengeluaran 1 lembar
Bank Nomor: D4121227
tanggal 21 Desember
2012 dengan nilai Rp.
468.584.000

345 Fotokopi Giro Nomor RI |1 lembar
367462 tanggal 26
Desember 2012 dengan
nilai Rp.468.584.000
346 Bukti Setoran Bank 1 lembar
Mandiri ke rek. Mandiri
PT Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977
Rp.468.584.000

347 \Voucher Pengeluaran 1 lembar
Bank Nomor: D4130508
tanggal 16 Mei 2013
dengan nilai Rp.
250.000.000
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348 Fotokopi Giro Nomor VI |1 lembar
313248 tanggal 16 Mei
2013 dengan nilai
Rp.250.000.000

349 Bukti Setoran Bank 1 lembar
Mandiri ke rek. Mandiri
PT Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977
Rp.250.000.000

350 \Voucher Pengeluaran 1 lembar
Bank Nomor: D4130726
tanggal 17 Juli 2013
dengan nilai Rp.
100.000.000

351 Fotokopi Giro Nomor ZI |1 lembar
847341 tanggal 22 Juli
2013 dengan nilai
Rp.100.000.000

352 Bukti Setoran Bank 1 lembar
Mandiri ke rek. Mandiri
PT Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977
Rp.100.000.000

353 \Voucher Pengeluaran 1 lembar
Bank Nomor: D4130915
tanggal 10 September
2013 dengan nilai Rp.
75.000.000

354 Fotokopi Giro Nomor YI |1 lembar
580548 tanggal 11
September 2013 dengan
nilai Rp.75.000.000

355 Bukti Setoran Bank 1 lembar
Mandiri ke rek. Mandiri
PT Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977
Rp.75.000.000

356 \Voucher Pengeluaran 1 lembar
Bank Nomor: D4140326
tanggal 27 Maret 2014
dengan nilai Rp.
50.000.000

357 Fotokopi Cek Nomor FZ |1 lembar
700948 tanggal 28 Maret
2014 dengan nilai
Rp.50.000.000

358 Bukti Setoran Bank 1 lembar
Mandiri ke rek. Mandiri
PT Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977
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Rp.50.000.000
359 \Voucher Pengeluaran 1 lembar
Bank Nomor: D4140517
tanggal 16 Mei 2014
dengan nilai Rp.
250.000.000

360 Fotokopi Giro Nomor DJ |1 lembar
932520 tanggal 19 Mei
2014 dengan nilai
Rp.250.000.000

361 Bukti Setoran Bank 1 lembar
Mandiri ke rek. Mandiri
PT Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977
Rp.250.000.000

362 Voucher Pengeluaran 1 lembar
Bank Nomor: D4140618
tanggal 24 Juni 2014
dengan nilai Rp.
500.000.000

363 Fotokopi Giro Nomor DJ |1 lembar
316455 tanggal 25 Juni
2014 dengan nilai
Rp.500.000.000

364 Bukti Setoran Bank 1 lembar
Mandiri ke rek. Mandiri
PT Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977
Rp.500.000.000

365 Voucher Pengeluaran 1 lembar
Bank Nomor: D4140719
tanggal 17 Juli 2014
dengan nilai Rp.
541.308.727

366 Fotokopi Cek Nomor GE |1 lembar
547304 tanggal 18 Juli
2014 dengan nilai
Rp.541.308.727

367 Bukti Setoran Bank 1 lembar
Mandiri ke rek. Mandiri
PT Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977 Rp.
541.308.727

368 Surat Setoran Pajak PPh |1 lembar
Ps 4 (2) PT. Geureute
Meugah Perkasa Rp.
42.598.545, tanggal 06
April 2015

369 Bukti Setoran Negara No. |1 lembar
NTPN :
0012140300110510
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tanggal 06 April 2015 Rp.
42.598.545

370

Bukti Pemotongan/
Pemungutan PPh Final
Pasal 4 ayat (2) Nomor :
01/PBS-ML/111/2015
tanggal 06 April 2015 Rp.
42.598.545

1 lembar

371

Bukti Setoran Bank
Mandiri ke rek. Mandiri
PT. Geureute Meugah
Perkasa nomor rek.
1580001438977 Rp.
212.992.727

1 lembar

372

Faktur pajak PT.
Geureute Meugah
Perkasa nomor seri faktur
pajak :
010.902-13.79557088,tan
ggal 21 Juli 2014,
keterangan : untuk
pekerjaan sesuai kontrak
nomor : 010/GMP-PBS/
X11/2012

1 lembar

373

Dokumen penawaran PT.
Geureute Meugah
Perkasa untuk pekerjaan
pembukaan lahan dan
pengelolaan tanah utuk
tanaman karet seluas 100
Ha.

1 lembar

374

Invoice PT. Geureute
Meugah Perkasa nomor
37/GMP-INV.PBS/
X11/2012 tanggal 22
Desember 2012 Uraian
uang muka 20% Rp.
468.584.000

1 lembar

375

Permohonan
Pembayaran PT.
Geureute Meugah
Perkasa, Pembayaran ke
2 Termen |, BAPP tanggal
23 April 2013 Rp.
585.730.000

1 lembar

376

Permohonan
Pembayaran PT.
Geureute Meugah
Perkasa, Pembayaran ke
3 Termen Il, BAPP
tanggal 28 Oktober 2013
Rp. 679.446.800

1 lembar

377

Permohonan
Pembayaran PT.
Geureute Meugah

1 lembar
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Perkasa, Pembayaran ke
4 Termen Ill, BAPP
tanggal 28 Oktober 2013
Rp. 147.564.000, total
tagihan Rp.
1.296.900.000

Tetap dalam berkas perkara ini;

6. Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 65/PID/2016/
PT-BNA tanggal 17 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
e Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 10 Maret

2016 Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN-Mbo, yang dimintakan banding
tersebut;

¢ Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat

peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00

(lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/
Akta.Pid/2016/PN-MBO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Meulaboh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2016 Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juni 2016 dari Penuntut Umum
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Meulaboh pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Juni 2016 dan Penuntut
Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2016 serta
memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh
pada tanggal 21 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut

formal dapat diterima ;
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Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

e Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana
mestinya dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum antara lain
sebagai berikut :

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara telah dirugikan
pendapatannya dari sektor pajak Rp1.080.019.475,00 (satu milyar
delapan puluh juta sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh lima
rupiah) yang akan sangat berguna dalam memakmurkan dan
mensejahterakan bangsa dan Negara, dan putusan Hakim tingkat
banding tersebut dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada
dalam masyarakat sebagaimana prinsip dasar teori keadilan menurut
aristoteles yakni keadilan komunikatif yang bermanfaat adalah untuk :
menegakkan keadilan yang ada di dalam masyarakat, mengurangi
kesenjangan hukum, menciptakan hukum yang adil, menciptakan
masyarakat yang taat akan hukum, mengurangi rasa iri pada masyarakat
dan mengurangi pandangan masyarakat yang sebelah mata dari hukum
yang ada.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih
seluruhnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang didalam
menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa tidak mempertimbang-
kan terhadap gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai
tindakan-tindakan yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa
(meerdaadse samenloop atau concursus realis atau samenloop van
delikten) sebagaimana dakwaan yang kami ajukan bersifat kumulatif
yang dapat memberatkan hukuman terhadap Terdakwa sama dengan
jumlah hukuman-hukuman pokok yang telah diancamkan terhadap
tindakan-tindakan tersebut, sebagaimana dakwaan yang kami ajukan
terhadap Terdakwa yakni dakwaan Kesatu Pasal 39 ayat 1 huruf (d) dan
(i) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat
(1) KUHPidana dengan ancaman pidana paling singkat 6 (enam) bulan
dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali
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jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan
Kedua Pasal 39 ayat 1 huruf © Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang
dengan ancaman pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang bayar;

3. Bahwa di dalam meerdaadse samenloop atau concursus realis atau
samenloop van delikten sebagaimana dimaksud didalam Pasal-pasal 65
ayat 1 dan Pasal 65 ayat 2 KUH Pidana bahwa Pembentuk undang-
undang telah menghendaki agar terhadap pelakunya diberikan satu
hukuman dalam bentuk cumulative van straffen atau penumpukan
hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan
yang bersangkutan;

4. Bahwa kasus Pajak baru pertama kali ada di Kabupaten Aceh Barat yang
diajukan kedepan persidangan dan dapat menjadi barometer dan efek
jera bagi penunggak Pajak Pertambahan Nilai khususnya wilayah Aceh
Barat dan umumnya wilayah Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena
Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai
berikut:

1. Putusan Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara
yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa membuat SPT yang isinya tidak
benar dalam kurun waktu 2011 s/d 2016 diketahui wajib pajak atas nama PT.
Geuruete Meugah Perkasa NPWP : 02.171.632.9-103.000, sehingga
perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perpajakan.

2. Judex Facti telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan
meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

3. Selain itu alasan kasasi berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang
bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat
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dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak
diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan
sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan
menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah
melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
253 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,
putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/
atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka harus dibebani
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana
yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 oleh Dr. ARTIDJO
ALKOSTAR, S.H.LLM Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO,
S.H.,M.H. dan Dr. SUHADI, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.
HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri
oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis :
ttd. ttd.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.  Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM
ttd.
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Dr. SUHADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
ttd.
R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001
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